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Pokok masalah penelitian ini adalah konsep pengelolaan yang diterapkan BPJS 
kesehatan, baik itu pada prakteknya maupun pada undang-undang sebagai dasar 
hukumnya. Asas gotong royong yang diemban BPJS dengan prinsip asuransi sosial 
dan ekuitas sepintas terlihat mirip dengan akad tabarru’ yang digunakan dalam 
asuransi syariah atau takafful. Namun pada kenyataannya BPJS belum menjadikan 
syariah sebagai landasan dalam pengelolaannya. Ditambah adanya wacana tentang 
sebagian praktek dari BPJS yang dinilai haram oleh kalangan ulama MUI, sehingga 
Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan BPJS 
Kesehatan dalam perspektif ekonomi Islam yang berlokasi di BPJS Kesehatan 
Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif, dengan menggunakan 
data primer dan sekunder sebagai sumber data yang diperoleh lewat survey 
kepustakaan dan wawancara. Dimana kemudian dikelola dengan model analisis 
interaktif Miles dan Huberman sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dalam BPJS kesehatan 
cabang Makassar telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang BPJS. Selain itu akad yang digunakan memiliki kesesuaian 
dengan konsep tabarru’, namun hal tersebut tidak menjadikan BPJS halal secara 
mutlak, sebab BPJS masih tersandung dengan berbagai praktek yang diharamkan 
Syariah. Kondisi ini menjadikan BPJS sebagai syubhat dalam hukum Islam, akan 
tetapi bila ada kewajiban kepesertaan yang diharuskan Negara kepada rakyatnya 
maka kesalahannya menjadi tanggungan yang mewajibkan.  
Pengelolaan BPJS kesehatan perlu ditinjau kembali melalui asas-asas Islam 
sehingga BPJS memiliki kesesuaian dengan apa yang diharapkan. Dengan begitu 
BPJS dapat menjalankan fungsinya tanpa melanggar aturan agama dan juga tidak 
menutup kemungkinan menjadi skema takafful terbesar didunia dengan jumlah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hak tingkat hidup masyarakat yang memadai untuk kesehatan dan 
kesejahteraan merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa 
di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi 
menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan 
dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, 
perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan 
berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi 
janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan 
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. 
Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan 
kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi 
menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai isu sentral, baik ketika masa 
kampanye, maupun sesudah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.1 Dalam 
pandangan Islam, kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan kepada kekafiran, 
sehingga harus diusahakan untuk dilenyapkan, minimal dikurangi. 
                                                          




Dalam prakteknya, di Indonesia jaminan sosial berupa penanggulangan 
kesehatan bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk program JKN (Jaminan 
Kesehatan Nasional) yang akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan 
Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan 
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. 
Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan 
Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). 
Pengelolaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan ataupun 
ketenagaakerjaan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS, dimana 
bagi setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar berupa sejumlah iuran dengan 
nominal tertentu. Metode pengelolaan BPJS ini sekilas dilihat seperti asuransi pada 
umumnya, yang membedakannya adalah BPJS merupakan salah satu program 
pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakatnya. Dalam Islam, negara 
dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya lewat cara-cara yang dibolehkan 
syariat. Salah satu bentuk jaminan yang dibolehkan dalam Islam adalah dengan akad 
tabarru’ atau tolong menolong yang banyak digunakan dalam praktek-praktek 




Perbedaan mengenai sistem jaminan sosial dalam Islam dan sistem jaminan 
dalam perundang-undangan, baik itu tata cara maupun mekanismenya terutama 
mengenai iuran. Jika melihat pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  
tentang  SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS 
diwajibkan untuk membayar iuran. Artinya di sini rakyat atau peserta jaminan sosial 
seakan dipaksa untuk membiayai resiko yang dihadapi sendiri dan negara hanya 
mengelola dana tersebut. Sebagai peserta BPJS Kesehatan apabila tidak membayar 
iuran akan dikenakan sanksi (hukuman). Hal ini sangat berbeda dengan sistem 
jaminan sosial dalam hukum Islam. 
Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
menyebutkan bahwa iuran untuk orang miskin atau tidak mampu membayar, maka 
akan ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk Penerima Bantuan Iuran(PBI).  
Namun hak PBI itu tidak diterima langsung akan tetapi dialokasikan ke pihak ketiga 
yakni BPJS dari uang rakyat yang dipungut berupa pajak. Sehingga pada dasarnya 
rakyatlah yang membiayai layanan kesehatan diri mereka dan menanggung antara 
sesama rakyat lainnya. 
Berbicara tentang jaminan Negara terhadap rakyatnya maka tidak terlepas dari 
masalah kesehatan, Hal ini disebabkan masalah kesehatan merupakan hal yang paling 
sering dialami oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk itu lewat BPJS kesehatan 
Negara mencoba menanggulangi masalah kesehatan. Namun pada penerapannya 
terdapat fenomena-fenomena yang dirasa malah tidak sesuai harapan masyarakat, 
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contohnya adalah Pada saat penerimaan klaim masyarakat harus mengalami begitu 
banyak proses yang sulit, ditambah lagi pemberian klaim yang dikeluhkan 
masyarakat sebab dianggap tidak memuaskan. Ini berbeda dengan yang diinginkan 
Dalam Islam, Islam sendiri memandang segala hak masyarakat harus ditunaikan 
sebagaimana mestinya. Akad-akad yang dilakukan harus memiliki kejelasan, dan 
tidak mengandung unsur kedzaliman.     
Pada kenyataannya dalam pengelolaan BPJS tidak dipisahkan antara dana 
tabarru’ atau tolong menolong dan dana premi wajib iuran peserta. Ini berbeda 
dengan konsep yang diterapkan asuransi syariah, dimana harus ada pembedaan dana 
tabarru’ dan dana bukan tabarru’.2 Ini merupakan permasalahan muamalah dalam 
hal asuransi sosial yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Dimana dalam pengelolaan 
asuransi harus mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba, maysir, dan 
gharar.3 Ditambah lagi adanya ketidak jelasan dari akhir akad yang lakukan, 
masyarakat selaku nasabah tidak mengetahui sampai kapan dia akan membayar iuran 
serta kapan dia akan menerima klaim dan seperti apa jaminan yang dia dapatkan 
nanti. 
Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serentak 
dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, baik itu untuk BPJS kesehatan maupun BPJS 
ketenagakerjaan. Dan Salah satu wilayah di Indonesia adalah kota Makassar, dimana 
                                                          
2Agustianto,BPJS dan Jaminan Sosial Syari’ah. Dakwatuna.com, diakses 06/12/2015  pukul 
18:01. 
3Muhammad Syakir Sula,Asuransi Syari’ah (life and general) Konsep dan Sistem 
Operasional.(Jakarta: Gema Insani Press,2004). Hlm.xxi. 
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pada kota Makassar terdapat kantor BPJS kesehatan yang berlokasi di Jl. Andi 
Pangerang Pettarani No. 78 dan berfungsi untuk melayani semua masyarakat 
Makassar dalam pengurusan jaminan kesehatan. Keberadaan BPJS kesehatan di 
Makassar diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat 
yang menjadi anggota, namun harapan ini seakan-akan hilang bila praktek yang 
terjadi menyalahi aturan Islam. Salah satu hal yang paling mengemparkan adalah 
adanya polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya BPJS 
kesehatan, walaupun masih menjadi perdebatan namun ini bisa menjadi indikasi 
bahwa ada masalah dalam pengelolaan BPJS kesehatan, ditambah adanya dilemma 
dari kalangan masyarakat antara memilih menjadi peserta BPJS sebab menjadi 
kewajiban dan hukum BPJS yang seakan-akan serupa dengan asuransi konvensional. 
Dari penjabaran di atas maka timbul pertanyaan tentang bagaimanakah 
pengelolaan BPJS menurut undang-undang dalam perspektif ekonomi Islam?, oleh 
karena itu peneliti merasa perlu untuk mengangkat judul skripsi “Analisis 
Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus BPJS 
Kesehatan Makassar) “. 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana pengelolaan pada BPJS Kesehatan cabang Makassar ? 




C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Menjelaskan tentang konsep pengelolaan BPJS Kesehatan di kantor cabang 
Makassar 
2. Mendiskripsikan pengelolaan dalam BPJS Kesehatan menurut perspektif 
ekonomi Islam. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat memahami akad dalam  BPJS Kesehatan menurut perspektif ekonomi 
Islam 
2. Sebagai referensi bagi pembaca untuk menambah khasanah keilmuan 
terutama bagi yang ingin mengetahui  gambaran akad dalam BPJS 







A. Sejarah, Pengertian dan Pengelolaan BPJS 
1. Sejarah BPJS 
Berawal pada tanggal 19 Oktober 2004 ketika Presiden Megawati 
mensahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN), banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai negara tanpa 
jaminan sosial akan segera luntur dan menjawab permasalahan kesehatan 
masyarakat Indonesia.4 Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 dan amandemennya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 
20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
mengamanatkan untuk mengembangkan SJSN. Hingga disahkan dan diundangkan, 
UU SJSN telah melalui proses yang panjang dari tahun 2000 hingga tanggal 19 
oktober 2004. Selama pembahasan tim pemerintah dengan PANSUS (Panitia 
Khusus) Rancangan Undang-Undang SJSN DPR RI hingga diterbitkannya UU 
SJSN, RUU SJSN telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Maka dalam 
perjalanannya, Konsep RUU SJSN hingga diterbitkan menjadi UU SJSN telah 
mengalami perubahan dan penyempurnaan sebanyak 56 (lima puluh enam) kali. 
UU SJSN tersebut secara resmi diterbitkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober Tahun 2004. Dengan demikian 
                                                          




proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan 
17 (tujuh belas) hari sejak Kepseswapres No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001 . 
Meski bukan sesuatu yang mudah, namun keberadaan BPJS mutlak ada 
sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yang 
bahkan semestinya telah dapat dioperasionalkan sejak 9 Oktober 2009. Perjalanan 
tak selesai sampai disahkannya BPJS menjadi UU formal, jalan terjal nan berliku 
menanti di depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan demi 
terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Sebuah kajian menyebutkan bahwa 
saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPR RI dari keempat Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang berstatus badan hukumnya adalah Persero tersebut, 
hanya terdapat sekitar 50 juta orang di Indonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosial 
yang diselenggarakan oleh 4 BUMN penyelenggara jaminan sosial. 
Perubahan dari 4 PT (Persero) yang selama ini menyelenggarakan program 
jaminan sosial menjadi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sudah menjadi 
perintah Undang-Undang, karena itu harus dilaksanakan. Perubahan yang multi 
dimensi tersebut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar berjalan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang BPJS menentukan BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian Pasal 62 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menentukan PT 
Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 
Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan dan menurut Pasal 64 Undang-Undang 
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Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mulai beroperasi paling lambat tanggal 1 Juli 
2015. 
BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan 
sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes 
dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek.5 Transformasi PT 
Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS akan dilakukan secara bertahap. Pada awal 
2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT 
Jamsostek yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan.6 Lembaga ini bertanggung 
jawab langsung terhadap Presiden. 
2. Pengertian BPJS 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.7 Jaminan Kesehatan adalah jaminan 
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 
                                                          
5Ridwan Max Sijabat,  "Askes, Jamsostek asked to prepare transformation". The Jakarta 
Post (dalam bahasa Inggris), diakses 06/12/2015 pukul 19:57. 
6Fiki Ariyanti,  "Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidasi". 
Liputan6.com, diakses 06/12/2015 pukul 19:58. 




diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
oleh pemerintah. Adapun BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 
bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program 
jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan 
kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Sedangkan BPJS dalam pengoperasiannya 
dilandasi dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52. 
3. Sepintas Pengelolaan BPJS 
Dalam pelaksanaan pengelolaan BPJS, dapat dikategorikan menjadi dua 
macam, yaitu sumber dana yang berupa iuran dan alokasi dana iuran yang 
kemudian dikelola oleh BPJS untuk pertanggungan bagi peserta dengan bentuk 
layanan kesehatan maupun jaminan lainnya. Selain itu terdapat beberapa ketentuan 
dalam pengelolaan BPJS, seperti pembagian kelompok iuran yang harus dibayar, 
serta kepesertaan menjadi anggota BPJS.  
a. Kepesertaan 
1) Bpjs Kesehatan 
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan  kesehatan yang 
dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam 
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bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.8 Secara umum peserta BPJS 
kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan.9 Yang dimaksud 
dengan PBI jaminan kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir 
miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan pasal 17 ayat (4) 
Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang  SJSN yang iurannya dibayari 
pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir 
miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. 
Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima jaminan kesehatan yang 
dikategorikan kedalam Cacat total tetap yaitu kecacatan fisik dan atau mental yang 
mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 
Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang. Adapun untuk 
kelompok yang tergolong bukan PBI jaminan kesehatan adalah : 
a) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu mereka yang bekerja 
pada pemberi kerja dengan mendapatkan imbalan berupa upah atau gaji. 
Pekerja penerima upah terdiri atas: Pegawai negeri sipil, Anggota TNI, 
Anggota POLRI, Pejabat negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri, 
Pegawai swasta , dan Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima 
upah 
                                                          
8Kementerian Kesehatan RI,2013. Hlm.6 
9Kementerian Kesehatan RI,2013. Hlm.7 
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b) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu mereka yang 
bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dalam hal ini dapat dikategorikan 
sebagai pekerja diluar hubungan kerja dengan pemberi kerja atau pekerja 
mandiri 
c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya, yaitu orang-orang yang tidak bekerja 
tetapi mampu untuk membayar iuran. Mereka adalah Investor, Pemberi kerja, 
Penerima pension, Veteran, Perintis kemerdekaan, Bukan pekerja lain yang 
memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah. 
2) Bpjs Ketenagakerjaan 
Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terbagi dua kelompok peserta, yang 
pertama adalah Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja, dan berikutnya 
Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja. Ada perbedaan yang terdapat pada 
saat mengurus syarat-syarat pendaftaran. Sesuai dengan jenisnya, BPJS dengan 
peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja terdiri dari pekerja sektor formal dan 
yang non-mandiri (tergabung dalam perusahaan). Mereka yang masuk dalam 
peserta BPJS ini adalah yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, Pensiunan 
PNS/TNI/POLRI, BUMN,BUMD, Pegawai Swasta, Yayasan, Joint Venture, 
Veteran, hingga Perintis Kemerdekaan. Nantinya pihak pemberi kerja akan 
mendaftarkan diri beserta para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.Sementara itu, 
peserta BPJS Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja adalah mereka yang bekerja di 
sektor informal atau pekerja mandiri. Untuk memudahkan pengurusan, kita bisa 
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membentuk organisasi yang terdiri dari minimal 10 orang kemudian didaftarkan ke 
BPJS Ketenagakerjaan. 
b. Iuran 
1) Bpjs Kesehatan 
Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara 
teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan 
kesehatan.10 Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah 
nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib 
memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi 
tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS 
Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 
10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja 
berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif 
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh 
Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN 
dapat dilakukan diawal.  
                                                          
10Kementerian Kesehatan RI,2013. Hlm.44 
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BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai 
dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan 
pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada 
Pemberi Kerja dan atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan 
dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya. Iuran premi kepesertaan BPJS 
Kesehatan pekerja informal. Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah 
yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, 
dibayar oleh peserta dengan ketentuan Rp22.200 per bulan untuk layanan rawat 
inap kelas III, Rp40.000 untuk kelas II dan Rp50.000 untuk kelas I. 
2) Bpjs Ketenagakerjaan 
Iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 8 persen. Iuran 
ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5 persen dan pekerja 3 persen. Pelaksanaan 
iuran itu akan berlaku  serentak mulai 1 Juli 2015.11 Adapun untuk besar nominal 
iuran yang harus dibayar tergantung dari ketentuan dari masing-masing bentuk 
program yang diberlakukan.12 
c. Alokasi Dana Iuran 
BPJS Kesehatan menjadi badan yang menyelenggarakan program jaminan 
kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan yang 
                                                          
11http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id diakses 07/12/2015 pukul 19:37. 
12http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id diakses 07/12/2015 pukul 20:43. 
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menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian. Berdasarkan UU tersebut, BPJS berhak untuk 
mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja dan mengelola dana jaminan 
sosial untuk kepentingan peserta. BPJS juga berwenang untuk menempatkan dana 
jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, 
dan hasil yang memadai. 
Salah satu pengelolaan dana BPJS Kesehatan adalah pembayaran dana 
kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Misalnya, 
Puskesmas dan klinik lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk 
menjadi FKTP. Adapun untuk BPJS ketenagakerjaan yang mencakup Program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 
(JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan 
keluarganya. 
B. Konsep Ekonomi Islam 
1. Pengertian Ekonomi Islam 
Pada hakikatnya ekonomi islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam 
islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan 
manusia13. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam 
berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman 
                                                          
13
Muhammad.Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.(Yogyakarta: Graha Ilmu,2007). Hlm.1 
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dalam berekonomi. Dalam bahasa arab istilah ekonomi disebut dengan kata al-
‘iqtisad , yang artinya kesederhanaan, dan kehematan14. Dari kata al-iqtisad 
berkembang menjadi sebuah makna ‘ilm al-‘iqtisad, yaitu ilmu yang berkaitan 
dengan membahas masalah-masalah ekonomi. 
Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk 
memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional 
dalam perspektif Islam.15 Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi 
islam adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 
ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.16 Adapun menurut 
syatibi,” ilmu ekonomi islam adalah  suatu cabang pengetahuan yang membantu  
merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-
sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah”.17 Menurut Badan 
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari 
ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 
mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan 
pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.18 
                                                          
14Elias Anton dan Edward E. Elias,Qamus Elias al-Ajri.(Beirut: Dar al-Jil,1982). Hlm.544 
dikutip oleh Amiruddin,Dasar-Dasar Ekonomi Islam.(Makassar : Alauddin University Press,2014). 
Hlm.27  
15Mustafa Edwin Nasution.Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.(Jakarta: Kencana, 
2006). Hlm.17.  
16Muhammad Abdul Manan.Teori dan Praktek Ekonomi Islam. (Yogyakarta: PT. Dana 
Bakhti Prima Yas, 1997). Hlm.19.  
17Muhammad.Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.(Yogyakarta: Graha Ilmu,2007). Hlm.2 
18P3EI.Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm.19.  
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Dari beberapa pendapat di atas mengenai definisi ekonomi Islam, dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang 
mengkaji tentang praktik-praktik ekonomi manusia dalam kesehariannya, baik itu 
untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun negara dalam rangka 
mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi suatu kegiatan produksi, 
distribusi, dan konsumsi yang tunduk terhadap perundang-undangan Islam, yakni 
al-qur’an dan sunnah. 
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 
Dengan asas yang terkandung dalam ekonomi Islam, maka konfigurasi atau 
prinsip ekonomi Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan yang tersusun dari 
beberapa unsur yang saling menguatkan.19 Unsur-unsur yang dimaksud adalah : 
a. Tauhid  
Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dimana tujuan dari adanya agama 
islam dan dicipatakannya seluruh mahluk adalah untuk mengesakan Allah. Dengan 
tauhid manusia bersaksi bahwa “tiada satupun yang layak disembah kecuali 
Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”.20 
Allah adalah pencipta dan pemilik alam semesta dan isinya21, termasuk pemilik 
jiwa manusia dan sumber daya yang ada. Dengan asas ini, manusia hanya 
diberikan amanah untuk mengelola harta mereka sebagai ujian dalam hidup.22 
                                                          
19Adiwarman Karim.Ekonomi Mikro Islam,Cet. II.(Jakarta: IIIT Indonesia,2003). Hlm.52 
20QS. Al-Baqarah :17. 
21QS. Al-An-am :2 
22Akhmad Mujahidin.Ekonomi Islam.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007). Hlm.14 
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Menurut Ibnu Taymiyah, mengakui keesaan Allah adalah sikap 
menggantungkan semua harapan dan meminta dihindari dari bencana hanya 
kepada Allah, hal ini dikarenkan pada dasarnya manusia adalah fakir dan 
membutuhkan pertolongan dariNya.23 Dalam kaitannya dengan ekonomi, tauhid 
adalah sikap menggabungkan antara kegiatan manusia dalam bermuamalah dengan 
memasuki nilai-nilai keilahian, meyakini bahwa menggunakan sumber daya yang 
ada dalam hal kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh rizki dari Allah dan 
mengharapkan ridhoNya. Sebab manusia akan mempertanggung jawabkan segala 
perbuatanya, termasuk aktivitas ekonominya.24 
Kegiatan ekonomi yang dilandasi dengan nilai tauhid akan mendatangkan 
kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia.25 Dengan adanya keyakinan terhadap 
Allah dalam aktivitas ekonominya, maka dalam kondisi apapun manusia akan 
selalu mendapatkan ketenangan, bila mengalami keuntungan manusia akan 
bersyukur dan sebaliknya bila mengalami kebangkrutan manusia akan bersabar 
dengan meyakini bahwa itu semua hanya ujian demi mendapatkan ridho dariNya.  
b. Adil 
Keadilan Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk 
senantiasa berbuat adil. Sebagaimana Firman Allah : QS.Al-Hujarat,49:9 
                                                          
23Hamzah hasan khaeriyah.Fiqh Iqtishad,Ekonomi Islam : Kerangka Dasar, Studi Tokoh, 
dan Kelembagaan Ekonomi.(Makassar: Alauddin University Press,2013). Hlm.8 
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Terjemahnya: 
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu 
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah 
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 
berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil.26 
Islam mendefinisikan keadilan sebagai sikap dengan tidak mendzalimi dan 
tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dalam prinsip ini adalah manusia sebagi pelaku 
ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata dengan merugikan orang lain 
atau merusak alam.27 Keadilan juga mengajarkan manusia untuk tidak mengikuti 
hawa nafsunya dan selalu memperhatikan akibat perbuatannya bagi lingkungan 
sekitar. Prinsip keadilan dan keseimbangan bukan hanya disebutkan dalam al-
qur’an dan sunnah, melainkan dalam pertimbangan alam dimana alam diciptakan 
berdasarkan keseimbangan dan keadilan.28  Nilai keadilan yang dimaksud dalam 
ekonomi Islam adalah tidak memisahkan aktivitas ekonomi dengan moralitas. Adil 
dalam praktek ekonomi dapat berupa penentuan harga, kualitas produk, perlakuan 
                                                          
26Departemen Agama RI.Al-Qur’an dan Terjemahannya.(Bandung:CV Penerbit J-
ART,2005). 
27Akhmad Mujahidin,2007. Hlm.15 




terhadap tenaga kerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi 
yang dikeluarkan. 
c. Nubuwwah 
Manusia sebagai mahluk yang senantiasa memiliki keinginan untuk berbuat 
kerusakan dan mudah terjebak dalam kesalahan. Untuk itu dengan maha 
bijaksanaNya, Ia mengirim utusanNya untuk menjadi pembimbing sekaligus 
sebagai contoh bagi umat manusia.29 Nabi Muhammad Saw. Adalah utusan Allah 
yang terakhir bagi seluruh umat manusia yang memiliki sifat-sifat mulia sebagai 
suri teladan dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Diantara sifat-
sifat yang dapat diteladani oleh setiap pelaku ekonomi adalah sifat siddiq (jujur), 
amanah (bertanggung jawab,terpercaya), fathonah (memiliki kemampuan), dan 
tabligh (menyampaikan,memasarkan).30 
d. Khilafah  
Fungsi manusia di dunia selain untuk menghambakan dirinya kepada Allah 
adalah dengan menjadi wali atau khilafah31, sebagai pengelola bumi ini32. manusia 
sebagai pemegang amanah dari Allah harus senantiasa menegakkan hukum dan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah.  Khilafah dapat juga 
berarti sebagai pemimpin, dimana setiap manusia akan dimintai pertanggung 
jawaban atas apa yang dipimpinnya. Fungsi utamanya adalah menjaga 
                                                          
29QS.Al-Ahzab:21, Al-Hasyr:7.  
30Akhmad Mujahidin,2007. Hlm.14-20 
31
QS. Al-Baqarah: 30.  
32Hamzah hasan khaeriyah,2013. Hlm.26 
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keharmonisan, dalam kaitannya dengan ekonomi adalah menjaga keteraturan 
interaksi (muamalah) antar individu maupun kelompok agar menghilangkan 
kekacauan dan keributan.33 Dalam Islam, peran pemerintah sangat strategis. 
Walapun Islam tidak menghendaki intervensi pemerintah yang berlebihan dalam 
ekonomi namun peran pemerintah sangatlah penting agar perekonomian berjalan 
sesuai syariah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi yang semua 
itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya.34 
e. Ma’ad 
Ma’ad diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Artinya dalam ekonomi 
sebagaimana dijelaskan oleh imam Al-ghazali yang menyatakan bahwa motivasi 
para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba materi maupunn laba 
non materi yaitu berupa pahala di akhirat kelak.35 Islam mengajarkan manusia 
untuk menjaga harga dirinya, memposisikan kedudukannya sebagaimana yang 
telah dianugerahkan Allah kepadanya. Salah satu bentuk sifat mulia dengan 
menjaga kehormatannya adalah dengan sikap mandiri atau bekerja dengan usaha 
sendiri, tidak berharap dan menggantungkan harapan kepada orang lain.36 Dengan 
hasil usaha itu manusia akan memperoleh kebutuhannya, baik kebutuhan 
jasmaninya maupun rohani. 
                                                          
33Akhmad Mujahidin,2007. Hlm.21 
34Muhammad,2007. Hlm.8 
35Muhammad,2007. Hlm.8 




Islam memandang dunia sebagai jembatan atau ladang bagi manusia untuk 
mencapai kehidupan yang kekal di akhirat kelak dengan kegembiraan. Dunia 
adalah tempat manusia bekerja dan beramal, namun orientasi pekerjaan tersebut 
adalah akhirat sebab dalam Islam kehidupan akhirat jauh lebih berharga 
dibandingkan dunia. Oleh sebab itu setiap umat hendaknya tidak hanya 
memperhatikan urusan dunianya dan melupakan masalah akhiratnya. 
Kelima nilai di atas yang menjadi dasar dalam menyusun teori-teori ekonomi 
Islam. Pada hakikatnya kelima nilai ini dapat diturunkan menjadi tiga prinsip atau 
azas utama dalam ekonomi Islam.37 Ketiga azas tersebut adalah : 
a. Azas Kepemilikan 
Kepemilikan adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya untuk 
kepentingan manusia. Hal ini sebagaimana dalam prinsip ekonomi Islam yang 
menyatakan alam dan manusia adalah unsur saling melengkapi, manusia diberi 
amanah untuk memiliki dan mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan 
syariah.38 Kepemilikan manusia bersifat relatif, dimana manusia hanya memiliki 
harta sebagai amanah sedangkan Allah lah sebagai pemilik mutlak.39 Nilai tauhid 
dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan, yaitu Islam mengakui adanya hak 
kepemilikan atau kekuasaan atas benda atau harta baik itu milik individu atau 
swasta, negara, maupun campuran40. Hak ini dapat dilihat dari adanya hukum 
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qisos bagi yang mencuri harta milik orang lain. Ini bukti bahwa Islam menjunjung 
kepemilikan seseorang. Hal ini pun dapat tercermin dari firman Allah yang 
melarang umat Islam mengambil harta sesamanya dengan cara mendzalimi. QS. 
An-nisa,4;29. 
                 
                      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.41  
Ayat di atas menggambarkan larangan Allah kepada hambaNya yang 
beriman untuk tidak saling memakan atau mengambil harta sesamanya dengan 
cara yang tidak sesuai syariat, dimana cara-cara tersebut mengandung unsur 
kedzaliman. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam Islam sangat mengakui hak 
kepemilikan seseorang, sehingga kita tidak dibenarkan untuk mengambil harta 
seseorang kecuali dengan jalan yang dibenarkan semisal jual beli dan 
semacamnya.  
b. Kebebasan Untuk Berusaha 
Nilai nubuwwah dan khilafah menganjurkan adanya kebebasan bagi setiap 
umat manusia untuk berusaha memperbaiki keadaan ekonominya. Dengan adanya 
                                                          




kebebasan berekonomi akan menciptakan suatu mekanisme pasar dalam 
perekonomian.42 Namun mekanisme pasar yang dihendaki dalam Islam adalah 
kondisi pasar yang tidak terkandung tindakan kedzaliman, sehingga disinilah peran 
pemerintah dibutuhkan sebagai wasit yang mengawasi interaksi-interaksi para 
pelaku ekonomi. Artinya kebebasan yang diberikan kepada pelaku ekonomi tidak 
secara mutlak, melainkan tetap mematuhi aturan-aturan agama maupun 
pemerintah. Setiap muslim yang telah sah memiliki suatu harta tertentu memiliki 
hak untuk memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sesuai kehendaknya 
dengan cara yang telah digariskan Allah melalui syariatnya. 
c. Keadilan Sosial 
Gabungan nilai khilafah dan nilai ma’ad akan melahirkan prinsip keadilan 
sosial. Yaitu menghendaki adanya keseimbangan sosial antara si kaya dan miskin. 
Distribusi kekayaan merupakan aspek penting dalam Islam untuk mensejahterakan 
rakyat. Mekanisme yang digunakan adalah dengan mengikuti ketentuan sebab-
sebab kepemilikan (misalnya bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (jual 
beli dan ijarah).43 Namun demikian disebabkan adanya perbedaan kapabilitas dan 
kreativitas serta potensi dalam diri setiap manusia yang akhirnya menyebabkan 
perbedaan tingkat partisipasi dalam masyarakat. perbedaan-perbedaan ini akan 
mempengaruhi tingkat distribusi kekayaan antara satu dengan lainnya. 
Konsekuensi dari distribusi kekayaan yang pincang akan menimbulkan kelas-kelas 
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dalam masyarakat, dimana harta kekayaan hanya akan berada pada tangan-tangan 
golongan tertentu. Untuk itu Islam dengan bijaksananya memerintahkan adanya 
pendistribusian kekayaan dengan jalan zakat dan sedekah agar harta tidak hanya 
dinikmati kelompok tetentu, selain itu dengan jalan zakat dan sedekah akan 
menyuburkan perekonomian. 
3. Konsep Akad Dalam Ekonomi Islam 
Kata akad berasal bahasa Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, 
persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat 
karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, 
kata akad diartikan dengan hubungan (  ُ ُﻂْﺑّﺮﻟا) dan kesepakatan (  ْقَﺎِﻔﺗِﻻا). Secara 
istilah fiqh, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab (pernyataan melakukan 
ikatan) dan kabul (peryataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat 
yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai 
dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan 
oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan 
kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu 
orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata 
“berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan 
pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang 
menyatakan kabul)44. 
                                                          
44Abdul Rahman Ghazaly.Fiqh Muamalat.(Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.51. 
26 
 
Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-
Sanhury, akad ialah: “ perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara’ yang 
menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad 
ialah: “Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah 
pihak”45. 
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akad ialah pertalaian 
ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul 
(ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu 
kontrak. Adapun akad memiliki rukun-rukun yaitu sebagai berikut: 
a. aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, 
penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; 
ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang 
terdiri dari beberapa orang. 
b. Ma’qud ‘alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti 
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 
pemberian, gadai, dan utang. Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi beberapa 
persyaratan seperti : 
1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. 
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2) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 
diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh 
pemiliknya. 
3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau 
dimungkinkan dikemudian hari. 
4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. 
5) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. 
c. Maudhu’ al-‘aqd, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad 
maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan 
pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di 
beri ganti. 
d. Shighat al-‘aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali 
dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan 
kabul adalah peryataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul 
dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 
sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 
berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang 
melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang 
melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos46. 
 
                                                          




Secara umum akad dalam ekonomi islam bila ditinjau dari tujuan 
diadakannya akad tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk47, yaitu : 
a. Akad Bersifat Komersil 
Pada akad ini setiap pelakunya dengan sadar bahwa tujuan akad dilakukan 
untuk mencari keuntungan, sehingga biasanya akan terjadi suatu proses tawar 
menawar agar setiap pelakunya tidak akan merasa menyesal dikemudian hari bila 
mengetahui lawan akadnya mendapatkan keuntungan dari akad yang dijalin. 
Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, syarikat 
dagang, mudharabah, musyarakah, penggarapan tanah (musaqaah) dan lain-lain. 
Syariat Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari 
keuntungan melalui akad semacam ini, bahkan keuntungan yang diperoleh dari 
akad ini bila dijalankan dengan cara-cara yang benar termasuk penghasilan yang 
halal dan paling baik. 
b. Akad Bersifat Sosial 
Akad jenis ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi mereka yang 
sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu dalam akad ini diharamkan bagi 
sipemberi bantuan mengharapkan balasan berupa keuntungan dari lawan akadnya. 
Contoh nyata dari bentuk akad ini adalah hutang-piutang, penitipan, peminjaman, 
sedekah, hadiah, dan lain-lain yang serupa. Syariat Islam tidak membenarkan bagi 
siapapun untuk memanfaatkan keadaan sebagian orang yang sedang terjepit atau 
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dalam kesusahan untuk mengeruk keuntungan, baik keuntungan materi atau 
maknawi dari lawan akadnya. Sebagaimana firman Allah Swt. QS.Al-
Baqarah,2:276. 
                   
Terjemahnya: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah48. dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa.49 
Pada ayat ini Allah Ta’ala mengancam para pemakan riba dan kemudian 
dilanjutkan dengan menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang 
bersedekah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa praktik riba adalah lawan dari 
sedekah. Oleh karena itu, dinyatakan dalam satu kaidah yang amat masyhur dalam 
ilmu fikih, 
ﺎﺑر ﻮﮭﻓ ﺎﻌﻔﻧ ﺮﺟ ضﺮﻗ ﻞﻛ 
Artinya: 
Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba.50 
 
c. Gabungan Dari Kedua Akad Di Atas 
Gabungan dari kedua akad yaitu akad yang dapat sebagai akad yang 
bertujuan menolong dan dapat diperlakukan sebagai akad yang bertujuan mencari 
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Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau 
meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah 
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49Departemen Agama RI,2005. 
50Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi.Al-Muhadzab fi Fiqh Al Imam Asy Syafi’i.(Beirut:Dar 
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keuntungan. Di antara akad jenis ini ialah akad syarikah, iqaalah (membatalkan 
suatu akad), dan akad at-tauliyah (menjual barang dengan harga beli).51 
4. Pengertian Riba, Gharar, dan Maysir 
a. Riba 
Secara bahasa riba berarti tambahan (ziyadah), tumbuh, dan menjadi 
tinggi.52 Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Asy-
Syarbini ialah: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak 
diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan 
mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya”. Menurut 
Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan 
diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam 
hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari 
waktu yang telah ditentukan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud 
dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui 
sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.53 
Riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua 
ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan 
dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan 
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Abdurahman, M. A, dkk,  Tarjamah Bidayatul Mujtahid(Semarang: CV. Asy-Syifa, 
1990). Hlm.7/236. 
52Muhammad Arifin Bin Badri.Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah.(Bogor: CV. 
Darul Ilmi,2009). Hlm.1 
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dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan 
nama “riba” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah 
tambahan tempo. Adapun hukum riba adalah salah satu dosa besar yang sangat 
diharamkan dalam islam. Riba diharamkan dalam semua agama samawi, karena 
mengandung bahaya besar. Ia menyebabkan permusuhan di antara menusia dan 
membawa kepada membesarnya harta atas hitungan penarikan harta orang fakir. 
Padanya merupakan kezaliman bagi yang membutuhkan, penguasaan orang kaya 
terhadap orang fakir, menutup pintu sedekah dan perbuatan baik, dan membunuh 
syi'ar kasih sayang pada manusia.54 Firman Allah Dalam QS.Ali Imran,3:130. 
                
    
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.55 
 
Ibnu katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah melarang hambaNya dari 
praktek-praktek memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu orang-
orang jahiliyah bila piutang telah jatuh tempo, mereka akan meminta kepada yang 
terhutang untuk melunasinya, namun bila yang terhutang tidak mampu 
melunasinya maka sipemberi hutang akan menunda pelunasannya dengan syarat 
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menambah jumlah pembayarannya. Demikian setiap tahun hingga hutang menjadi 
berlipat ganda dengan jumlah yang besar.56 Sedangkan macam-macam riba 
menurutu para ulama, secara umum terbagi menjadi dua macam.57 Yaitu : 
1) Riba Nasi’ah (Riba Jahiliyah) 
Riba ini berupa tambahan yang diberikan akibat pembayaran yang tertunda 
pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi riba, baik 
itu satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang 
yang dipertukarkan atau kedua-duanya.58 Jenis riba ini dapat terjadi pada akad 
perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad hutang-piutang. 
2) Riba Fadhl (Riba Perniagaan) 
Yaitu riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Dalil 
pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan dari  Abu Said al-Khudri. 
 ْﻟاَو ِﺮْﻤﱠﺘﻟِﺎﺑ ُﺮْﻤﱠﺘﻟاَو ِﺮﯿِﻌ ﱠﺸﻟِﺎﺑ ُﺮﯿِﻌ ﱠﺸﻟاَو ﱢُﺮﺒْﻟِﺎﺑ ﱡُﺮﺒْﻟاَو ِﺔ ﱠِﻀﻔْﻟِﺎﺑ ُﺔ ﱠِﻀﻔْﻟاَو َِﺐھﱠﺬﻟِﺎﺑ َُﺐھﱠﺬﻟا ًءاَﻮَﺳ ٍﻞْﺜِِﻤﺑ ًﻼْﺜِﻣ ِﺢْﻠِﻤْﻟِﺎﺑ ُﺢْﻠِﻤ
 َْﺖَﻔَﻠﺘْﺧا اَِذَﺈﻓ ٍَﺪِﯿﺑ اًَﺪﯾ ٍءاَﻮَِﺴﺑ  ٍَﺪِﯿﺑ اًَﺪﯾ َنﺎَﻛ اَِذإ ُْﻢﺘْﺌِﺷ َﻒْﯿَﻛ اﻮُﻌِﯿَﺒﻓ ُفَﺎﻨْﺻَْﻷا ِهَِﺬھ 
Artinya:  
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir 
dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, 
dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan 
dengan kontan.59 
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Para ulama telah sepakat bahwa keenam komoditi tersebut dalam hadist di 
atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan. Sehingga 
tidak boleh diperjual belikan dengan cara barter melainkan dengan ketentuan yang 
telah disebutkan dalam hadist di atas.60 
b. Gharar 
Secara bahasa gharar berarti bahaya atau menjadi binasa (al-jahlu, al-
khathar, al-gurur, al-khida’al-ithma’ bi al-nathil=rakus dengan cara batil). Tagrir: 
membawa diri pada penyesatan, bujukan atau godaan atau bahaya. Dapat pula 
dimaknai membawa sesuatu pada kebinasaan yang tidak diketahui sebelumnya. 
Kata bendanya al-gororu membawa diri pada penyesatan, bujukan atau godaan 
atau bahaya. Dapat pula dimaknai membawa sesuatu pada kebinasaan yang tidak 
diketahui sebelumnya. Kata bendanya al-gororu. Adapun secara istilah Menurut 
M.Ali Hasan gharar adalah keraguan,tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan,karena tidak 
ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad,besar kecil 
jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.61 Hadist tentang gharar, 
larangan menjual makanan sebelum matang diriwayatkan oleh imam Muslim yang 
artinya: 
 Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya 
membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya 
                                                          
60Muhammad Arifin Bin Badri,2009. Hlm.48 




Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga 
tampak matangnya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. 
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada 
kami ayahku telah menceritakan kepada kami 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 
Umar dari Nabi Shallallu 'alaihi wa sallam seperti hadits di atas.62 
Larangan hadist di atas mengharuskan kerusakan,sehingga jual bel buah-
buahan yang belum matang tidak sah. Boleh menjualnya setelah tampak 
matang,dengan syarat pemutusan pada saat itu pula Hikmah larangan ini,bahwa 
sebelum matang,buah-buahan masih rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Jika 
buah-buahan rusak, maka pembelilah yang harus menanggungnya,sehingga tidak 
ada manfaat yang dia peroleh,sehingga penjual dianggap mengambil harta orang 
lain. Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidak jelasan dan 
perjudian. Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut: 
1) Jumlahnya besar. Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi 
keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian 
dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset 
perusahaan. Ibnu Qayyim berkata, "gharar dalam jumlah sedikit atau 
tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, 
berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari". 
2) Keberadaannya dalam akad mendasar. Jika gharar dalam akad hanya 
sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian 
menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang 
                                                          




menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu 
pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak 
jelas, karena keberadaanya hanya sebagai pengikut. 
3) Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan 
orang banyak. Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut 
dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu 
Taimiyah berkata," mudharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi 
rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika 
diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan". Dengan 
demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, 
seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan 
bagian dalamnya, seperti: semangka telur dan lain-lain sekalipun terdapat 
gharar. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara 
demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari 
tanah. 
4) Gharar terjadi pada akad jual-beli. Jika gharar terdapat pada akad hibah 
hukumnya dibolehkan. Misalnya: Seseorang bersedakah dengan uang 
yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. 
Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang 
yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah 




Kata Maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu 
dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. 
Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran 
adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Afdzalur rahman 
mendefiniskan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah 
tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam bahasa 
Indonesia biasa disebut dengan judi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran 
adalah kata `azlam` atau  qimaar.63 Dalil-dalil pengharaman tentang judi adalah : 
QS. al-Maidah,5;90-91. 
                         
                                
                       
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 
Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan 
itu).64 
 
                                                          
63Syakir Sula, muhammad;Maysir dalam asuransi syariah; dimuat di 
http://www.syakirsula.com:maisir-judi-dalam-asuransi-syariah. Diakses pada 12/12/2015 pukul 
20:09. 
64Departemen Agama RI,2005. 
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Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu riwayat Al-Bukhary dan Muslim, 
Nabi Saw. bersabda yang artinya :  
 Siapa yang berkata kapada temannya : “Kemarilah saya berqimar 
denganmu”,  maka hendaknya ia bershodaqoh.65 
Qimar menurut sebagian ulama sama dengan maysir, dan menurut sebagian 
ulama lain qimar hanya pada mu’amalat yang berbentuk perlombaan atau 
pertaruhan. Dan hadits di atas menunjukan haramnya maisir/qimar dan ajakan 
melakukannya dikenakan kaffarah (denda) dengan bershodaqoh. Judi dalam 
terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua 
pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang mengguntungkan satu pihak 
dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu 
tindakan atau kejadian tertentu”66. Judi memiliki beberapa bentuk seperti : taruhan, 
lotre, undian, perlombaan, bahkan bisa jadi dalam betuk jual beli. Judi baik kecil 
ataupun besar,  merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah 
transaksi hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan untuk 
mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan. 
Judi diharamkan oleh Islam beradasarkan dalil yang qoth’I; judi dalam Al-
quran dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs yang berarti busuk, kotor, 
dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek 
                                                          
65Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 8.(Libanon : Dar al-Fikr, tth). Hlm. 8/612 
66
Rafiq al-Mishri, Al-Maisir Wal Qimar, Hlm. 27-32 dikutip oleh Muhammad Syakir 
Sula, AAIJ, FIIS.Asuransi Syariah (Life And General). Konsep Dan Sistem Operasional, (Jakarta: 
Gema Insani Pres,2004). Hlm.48 
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kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai 
budaya. Bahkan , pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti 
akan mendatangkan celaka.67 Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan68  
merupakan akad gharar, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh 
tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia 
berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, 
yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka 
ia mengetahui jumlah yang ia berikan. 
Ayat dan hadits di atas menunjukkan haramnya perbuatan maysir dan qimar 
dalam mu’amalat. Maysir adalah tiap mu’amalah yang orang masuk ke dalamnnya 
setelah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan ; dia mungkin rugi atau 
mungkin dia beruntung. Qimar menurut sebagian ulama adalah sama dengan 
maysir dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu’amalat yang 
berbentuk perlombaan atau pertaruhan. Berdasarkan dua kaidah di atas maka 
bentuk-bentuk undian secara garis besar beserta hukumnya dapat diuraikan 
sebagai berikut69:  
                                                          
67Ahmad Kursairi Suhail. Bahaya Judi, Dalam Kolom Hikmah, Republika tanggal 30 
Januari 2004. 
68Husain Hamid Hisan. Hukmu Asy-Syari`ah Al-Islamiyah Fii Uquudi Atta`min. darul 
I`tisham.(Kairo:Darul I’tisham,tth.). Hlm. 117-128 
69Syaikh Ibnu ‘Utsaimin (Liqoul Babul Maftuh no.48 soal 1164 dan no.49 soal 1185. 
Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At-Taswiqiyah) Syaikh Sholih bin ‘Abdul ’Aziz 
Alu Asy-Syaikh (dalam muhadhoroh beliau yang berjudul “Al Qimar wa Shuwarihil 
Muharromah)Lajnah Baitut Tamwil Al-Kuwaiti, Al Fatawa Asyar’iyyah Fi Masail Al Iqtishodiyah 
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1) Undian Tanpa Syarat Bentuk dan contohnya : Di pusat-pusat perbelanjaan 
pasar pameran dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik 
pengunjung kadang dibagikan kupon undian untuk tiap pengunjung tanpa 
harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan 
undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Hukumnya : 
Bentuk undian yang seperti ini adalah boleh. Karena asal dalam suatu 
mu’amalah adalah boleh dan halal. Juga tidak terlihat dalam bentuk 
undian ini hal-hal yang terlarang berupa kezhaliman riba gharar 
penipuan dan selainnya 
2) Undian Dengan Syarat Membeli Barang Bentuknya : Undian yang tidak 
bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh 
penyelenggara undian tersebut. Contohnya : sebagian perusahaan telah 
menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti Mobil HP Tiket Biaya 
Ibadah Haji dan selainnya bagi siapa yang membeli darinya suatu produk 
yang terdapat kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu 
dimasukkan ke dalam kotak- kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan 
tersebut di berbagai cabang atau relasinya. Hukumnya : undian jenis ini 
tidak lepas dua dari dua keadaan : 
a) Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. 
Hukumnya : Haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah 
                                                                                                                                                                
fatwa no.228.dikutip dalam http://www.darussalaf.or.id.fiqih beberapa hukum berkaitan dengan 




mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu mu’amalat yang mungkin ia 
untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah maysir yg diharamkan dalam 
syariat Islam 
b) Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan 
mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Hukumnya : Ada 
dua pendapat dalam masalah ini : 1. Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli 
barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong ke dalam 
maysir/qimar yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut 
adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Sedang ikut 
dalam undian tersebut ada dua kemungkinan ; mungkin ia beruntung dan 
mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut Maysir/Qimar adapun kalau dasar 
maksudnya adalah butuh kepada barang/produk tersebut setelah itu ia 
mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal 
dalam muámalat adalah boleh dan halal dan tidak bentuk Maysir maupun 
Qimar dalam bentuk ini.  
3) Undian dengan mengeluarkan biaya. Bentuknya : Undian yang bisa diikut 
tiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau 
mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan 
mengeluarkan biaya. Contohnya : Ikut undian dengan mengirim SMS 
kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun 
dengan harga yang telah ditentukan. Contoh lain : Pada sebagian tutup 
minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan 
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menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang 
telah ditentukan. Hukumnya adalah haram sebagaimana keterangan pada 
ayat dan hadist di atas. 
C. Kajian Pustaka 
Penelitian ini mencoba menelusuri beberapa penelitian dan studi yang terkait 
atau serupa dengan penelitian yang akan di kaji oleh penulis, diantaranya : 
1. Zulkahfi dalam skripsinya berjudul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
Dalam Perspektif Hukum Islam”tahun 2014. Skripsi ini membandingkan 
jaminan sosial yang diterapkan Negara lewat sistem Jaminan Kesehatan 
Nasiona (JKN) dan bagaimana seharusnya kewajiban Negara dalam islam 
menjamin kesehatan masyarakatnya, dalam penulisan skripsi ini lebih 
menitik beratkan tentang tanggung jawab Negara dalam jaminan sosial 
kepada mayarakat.70  
2. Skripsi karya Irchas Eko Wilantara dengan judul “Analisis Kepuasan Pasien 
Peserta BPJS Kesehatan Pada Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama 
(RJTP) Di Kota Bandar Lampung” tahun 2015. Skripsi tersebut 
memfokuskan pada penilaian kepuasan peserta BPJS terhadap layanan 
kesehatan yang diterima di kota Bandar Lampung.71 
                                                          
70Zulkahfi.”Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam”.(Skripsi 
UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta,2014). 
71Irchas Eko Wilantara.” Analisis Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan Pada 




3. Kaderial Ikbal dalam skripsinya berjudul “Strategi Komunikasi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Makassar Dalam 
Menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” tahun 
2014. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi yang 
digunakan BPJS kesehatan Makassar dalam mensosialisasikan program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat, kemudian 
mengukur efektifitas strategi tersebut.72 
Berdasarkan kajian pustaka di atas menunjukkan bahwa penilitian yang akan 
dilakukan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara khusus, yaitu 
dengan topik analisis pengelolaan BPJS kesehatan Makassar dalam perspektif 
ekonomi Islam. Untuk itu penulis meneliti dengan tema ini agar menambah dan 
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 Metode memegang peranan penting dalam menyampaikan suatu maksud, 
termasuk dalam suatu penelitian. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
A. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial 
dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 
untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 
pembahasan hasil penelitian.73 Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk 
metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan 
penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis.74 Bahan-bahan kepustakaan 
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur yang berkaitan tentang 
pengelolaan BPJS dalam perspektif ekonomi Islam, baik itu yang terdapat dalam Al-
Qur’an, Hadist-hadist, konvensi-konvensi, pendapat para cendikiawan,  buku dan 
bahan pustaka lainnya serta hasil wawancara terhadap informan dari pihak BPJS 
Kesehatan Makassar.  
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Mudrajad kuncoro.Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi,Ed.3.(Jakarta: Erlangga,2009). 
Hlm.145 
74 Winarno Surahmat.Dasar dan Teknik Riset.(Bandung: Tarsito, 1998). Hlm.132. 
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B. Sumber Data 
Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan lapangan, maka dalam 
pengumpulan datanya dilakukan melalui pengkajian terhadap literatur-literatur 
pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud. Yakni mengkaji kitab-kitab atau 
buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan. Serta melakukan survey 
lapangan berupa wawancara. 
Adapun sumber data primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Nomor 
24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan, 
buku pegangan tentang BPJS kesehatan, website resmi BPJS kesehatan serta hasil 
wawancara terhadap informan dari pihak BPJS. 
Sedangkan data sekunder yang digunakan penulis adalah : Wahbah Al-Zuhaili, 
al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari 
Teori ke Praktik, Muhammad syakir Sula, Asuransi Syariah, Muhammad bin 
Abdurrahman ad-Dimasqi. Fiqh Empat Mazhab, Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih 
Sunnah Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Muhaimin Iqbal, 






C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulakan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini,digunakan 
teknik sebagai berikut: 
1. Survei kepustakaan, yaitu dengan mendatangi perpustakaan untuk mendata 
dan mengumpulkan sejumlah buku yang diperlukan yang membahas 
pengelolaan BPJS  dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perpustakaan 
yang dijadikan tempat untuk melakuakan survei adalah perpustakaan UIN 
Alauddin Makassar, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Umiversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan perpustakaan daerah 
Sulawesi selatan. 
2. Wawancara, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-
hal dari informan yang lebih mendalam, dimana dalam penelitian ini 
menjadikan pihak BPJS sebagai objek wawancara. 
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data 
historis seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk-bentuk 
dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang 
dilakukan. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data 





D. Alat Pengumpulan Data 
Dalam metode wawancara, alat yang terpenting adalah peneliti sendiri. Namun 
untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti membutuhkan alat bantu. Diantara 
alat bantu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Alat perekam 
Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang 
terlewatkan dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi pada apa yang 
ditanyakan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti 
mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, sesuai 
dengan apa yang disampaikan responden dalam wawancara. Hal ini berguna untuk 
meminimalkan kesalahan biasa yang sering terjadi karena keterbatasan dan 
subjektivitas peneliti. Alat perekam ini digunakan dengan seizin responden. Selain 
alat perekam peneliti juga menggunakan catatan sebagi alat bantu untuk 
menggambarkan situasi dan keadaan saat berlangsungnya proses wawancara dan 
semua respon non verbal yang ditunjukkan oleh informan. 
2. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-
aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau balum ditanyakan. Adanya 
pedoman wawancara juga akan memudahkan peneliti membuat kategorisasi dalam 
melakukan analisis data. pedoman wawancara yang didasari oleh kerangka teori yang 




E. Teknik Analisis Data 
Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka 
analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa 






Gambar 1.1.: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 
 
1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian 
wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap 
penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data 
sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur 
yang berhubungan dengan penelitian. 
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. 
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks 
naratif atau grafik jaringan yang bertujuan  mempertajam pemahaman 
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penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian 
penjelasan.  
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang 
pada  catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu 
dengan menelaah secara kritis dan mendalam pandangan ekonomi Islam 
terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang pengelolaan BPJS 
dan penerapannya di lapangan dimana dalam penelitian ini mengambil studi 
kasus di kantor BPJS kesehatan Makassar, sehingga dapat diperoleh 
kesimpulannya. 
F. Definisi Operasional 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan 
dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi 
operasional (batasan istilah) yakni sebagai berikut: 
1. Pengelolaan adalah proses, cara, metode.76 
2. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan.77 
3. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.78 
                                                          
76http://kbbi.web.id diakses pada 12/12/2015 pukul 21:32. 
77Kementerian Kesehatan RI,” Buku saku FAQ (Frequently Asked Questions)BPJS 
Kesehatan,(Jakarta : Kementerian Kesehatan RI). Hlm.3 
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4. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 
manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 
terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa 
Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan 
νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, 
ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah 
tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom 
adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja. 
Adapun Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. 
berpedoman pada Kitab suci Al-qur’an yang diturunkan ke dunia melalui 
wahyu Allah Swt.79 
5. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 
masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.80 
Dari beberapa definisi operasional di atas maka dalam penelitian skripsi ini 
penulis bermaksud untuk mendeskripsikan secara ilmiah mengenai pandangan atau 
perspektif ilmu ekonomi yang dilandasi  nilai-nilai Islam tentang pengelolaan atau 
cara pelaksanaan yang diterapkan dalam BPJS kesehatan. 
                                                                                                                                                                     
78Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 864. 
79Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2005. h. 411. 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil BPJS Kesehatan Cabang Makassar 
BPJS Kesehatan  Makassar  merupakan perubahan  dari PT ASKES (Persero) 
Cabang Makassar. Perubahan terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 
2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang resmi beroperasi 
pada tanggal 1 Januari 2014.  
BPJS Kesehatan  Cabang  Makassar terletak di Jln. Andi Pangeran Pettarani No 
78 Makassar 90013 Telp (0411) 456057 , 432804 , 5075730 Telp Hotline 
08124115771 dengan wilayah kerja Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kab. 
Pangkajene, Kab. Gowa, Kab. Takalar. dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan 
berbatasan dengan: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Resto Boncafe  
2)  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor MSA Kargo 
3) Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan rakyat.  




Gambar 1.2. Peta Lokasi Kantor BPJS Kesehatan Makassar. 
Transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan 
merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, 
Anggota TNI/POLRI, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis 
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. 
2. Visi Dan Misi 
Visi BPJS Kesehatan ialah ”cakupan semesta 2019”. Paling lambat tanggal 1 
Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional 
untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS. 
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Misi BPJS Kesehatan ialah membangun kemitraan strategis dengan berbagai 
lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). Misi tersebut adalah: 
1) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 
efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal 
dengan fasilitas kesehatan. 
2) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 
Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 
mendukung kesinambungan program. 
3) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata 
kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 
mencapai kinerja unggul. 
4) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 
operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
5) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
3. Landasan Hukum BPJS Kesehatan 
Landasan Hukum BPJS Kesehatan: 
1) Undang-Undang Dasar 1945 




3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
4) Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 
 
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang 
UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan 
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas: 
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 
3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; 
4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; 
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial; dan 
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 





Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS 
berwenang: 
1) Menagih pembayaran Iuran; 
2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 
pemberi kerja dalam  memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 
4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 
5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
6) Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 
tidak memenuhi kewajibannya; 
7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 





5. Struktur Organisasi Dan Jabatan 























7. Aturan Kerja 
Aturan kerja sangatlah diperlukan demi terorganisir dan efektifnya kinerja 
karyawan. Adanya aturan kerja akan membentuk kedisiplinan pada setiap karyawan. 
Adapun aturan kerja yang berlaku di Kantor BPJS Kesehatan makassar adalah 
sebagai berikut:  
1) Jam Kerja, Senin – jumat : mulai pukul 08.00 WITA s/d 17.00 WITA 
2)  Istirahat , ISOMA mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WITA selama hari kerja. 
3) Libur, Hari Sabtu dan minggu. 
 
B. Pengelolaan BPJS Kesehatan Cabang Makassar 
Sesuai ketentuan yang ada BPJS dalam pengelolaannya meliputi dua hal secara 
garis besar, yaitu penghimpunan dana dan pengalokasiannya. Adapun Sumber dana 
BPJS berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS  
adalah modal awal berasal dari pemerintah yang nominal paling banyak Rp 
2.000.000.000.000,-(dua triliun rupiah) dan dari iuran yang bibayar peserta. Namun 
iuran merupakan dana yang paling penting dalam BPJS, sebab lewat dana iuranlah 
BPJS dapat memberikan klaim atau layanan terhadap peserta. 
“Jadi sumber dana pembiayaan adalah dari iuran yang dibayar peserta setiap 
bulan dimana kemudian dikelola oleh BPJS untuk membiayai jaminan 
kesehatan.”81 
 
                                                          
81
Hasil wawancara bersama Kepala Unit  Manager Kepesertaan dan PMPA BPJS kesehatan 
Makassar pada tanggal 28/01/2016 pukul 10:15 di kantor BPJS kesehatan Makassar. 
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Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya BPJS dalam 
memberikan jaminan kesehatan kepada peserta bertumpu pada iuran yang dibayar 
peserta. dimana BPJS mengharapkan agar setiap peserta pada setiap bulan melunasi 
kewajibannya sehingga BPJS dapat menghimpun dan bisa memberikannya kepada 
peserta lainnya yang sedang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan baik berupa 
pembayaran layanan maupun obat-obatan. Untuk itu agar BPJS tidak mengalami 
kekurangan dana, maka BPJS memberlakukan sanksi terhadap peserta yang terlambat 
atau menunggak membayar iuran. 
“Kalau dia (peserta) menunggak pembayaran, maka dia harus melunasi 
tunggakannya ditambah 2% dari jumlah tunggakannya sebagai sanksi. Dan 
apabila selama enam bulan dia tidak membayar, maka secara otomatis kartu 
pesertanya tidak aktif yang berarti kami tidak akan memberikan pelayanan.”82 
Sanksi yang diberlakukan bisa berupa teguran tertulis, denda sebagaimana 
disebutkan di atas yang dilakukan oleh BPJS, dan tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atas permintaan BPJS, hal ini 
berdasarkan pasal 17 Undang-Undang No.24 Tahun 2011tentang BPJS. Sanksi ini 
dimaksudkan agar menimbulkan kesadaran peserta untuk membayar iuran tepat 
waktu demi kelancaran pelayanan yang akan didapatkan. Berdasarkan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, 
mengatakan bahwa sanksi untuk keterlambatan bagi pemberi kerja selain 
penyelenggara negara adalah 2% dari tunggakan dengan jenjang waktu paling lama 





tiga bulan, adapun untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja diberi batas 
waktu enam bulan. 
Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS  bahwa 
Sifat dari kepesertaan BPJS kesehatan adalah wajib bagi setiap warga Indonesia 
termasuk warga asing yang akan menetap minimal enam bulan. Selain itu kepesertaan 
yang terdaftar akan berlaku seterusnya atau dengan kata lain tidak ada batas waktu 
berlaku.  
“Jadi kalau dikatakan sampai kapan, tidak ada istilah kepesertaannya putus. 
Selama dia (peserta) sudah terdaftar itu akan jalan terus. Kalau sudah terdaftar 
tidak bisa dia katakana mau berhenti, karena secara undang-undang memang 
bersifat wajib artinya akan berjalan terus.”83 
Kepesertaan yang wajib dan terus menerus menandakan bahwa peserta 
berkewajiban setiap bulannya membayar iuran tanpa ada jenjang waktu sampai kapan 
dia akan membayar, dan sebaliknya peserta dapat menerima layanan kesehatan 
berkali-kali sepanjang dia masih menjadi peserta BPJS. Adapun besar nominal 
pembayaran iuran terbagi berdasarkan kategori-kategori yang di atur dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. 
Untuk lebih jelasnya kategori-kategori yang dimaksud dan besar iuran yang harus 
































Kelompok Peserta Jaminan 
Kesehatan 
Bukan PBI 
Penerima Bantuan Iuran 
(PBI)JK. 
Pekerja Penerima Upah 
(PPU) 
a. PNS (Pusat dan Daerah) 
b. Anggota TNI dan POLRI 
c. Pejabat Negara  
d. Pegawai Pemerintah Non 
PNS 
e. Pegawai Swasta 
f. Pekerja yang tidak termasuk 
dari huruf as/d e yang 
menerima upah. 









b. Pemberi Kerja 
c. Penerima Pensiun 
d. Veteran 
e. Perintis Kemerdekaan 
f. Bukan pekerja yang tidak 




Adapun besar iuran yang dibayar berdasarkan kategori adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.1. Besaran Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan. 
No. Kategori Iuran 
1  Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ditanggung oleh pemerintah dengan nominal Rp 
19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh 
lima rupiah)  per orang per bulan. 
2 Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja 
Bukan Penerima Upah (PBPU) 
a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima 
ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat 
pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  
b. sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima 
ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat 
pelayanan di ruang perawatan Kelas II.  
c. sebesar Rp 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu 
lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan 
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 
3 Pekerja Penerima Upah (PPU) a. Untuk yang tergolong pegawai Negeri Berdasarkan 
presentase gaji pokok dan tunjangan keluarga 
(kecuali pegawai pemerintah non pegawai negeri 
pusat), diambil sebesar 5% yang terbagi 3% 
ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% oleh 
peserta. 
b. Untuk pegawai swasta diambil 5% dari gaji per 
bulan dengan ketentuan 4% dari pemberi kerja dan 
1% dari peserta. 
4 Penerima Pensiunan  5% dari tunjangan pensiunan, dimana 3% dari 
pemerintah dan 2% dari peserta dengan mengacu pada 
manfaat yang dipilih berdasarkan point nomor 2.  
5 Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan, dan janda, duda, 
atau anak yatim piatu dari 
Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan. 
5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 
golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat 
belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 
6 Anggota keluarga a. Untuk yang tergolong penerima upah ditanggung 
oleh peserta sebesar 1% dari gaji pokok per orang 
per bulan. 
b. Untuk yang tergolong pekerja bukan penerima 
upah dan bukan pekerja ditanggung oleh peserta 
dengan ketentuan sesuai manfaat yang dipilih 
sesuai pada point nomor 2. 
Bagi yang tergolong sebagai PBI kewajiban iurannya ditanggung oleh 
pemerintah, ini berarti ada anggaran yang ditetapkan pemerintah  untuk menanggung 
biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Adapun untuk yang tidak tergolong PBI 
maka pembayaran iurannya dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana 
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dijelaskan di atas. Berdasarkan pasal 17 PERPRES Nomor 111 tentang jaminan 
kesehatan, maka pembayaran iuran untuk PPU dilakukan oleh pemberi kerja dengan 
memungut atau memotong langsung gaji pegawai dan menyetorkannya kepada BPJS 
paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Adapun untuk yang tergolong PBI pembayaran 
iuran diberikan langsung dari menteri keuangan kepada BPJS, sedangkan untuk yang 
tergolong PBPU dan untuk anggota keluarga dibayar oleh peserta setiap bulannya 
paling lambat tanggal 10. 
Tata cara pembayaran yang dilakukan untuk perusahaan swasta dapat dilakukan 
melalui bank atau lembaga tertentu yang sudah bekerja sama dengan BPJS, adapun 
untuk pembayaran yang dilakukan oleh peserta sendiri dapat melalui langsung 
kekantor BPJS ataupun dengan pihak atau chanel yang sudah bekerja sama dengan 
BPJS. 
“Kalau dia (peserta) penyelenggara negara melalui kas negara yang dikelola 
menteri keuangan disetorkan langsung ke BPJS, kalau dia perusahaan swasta 
melalui bank yang bekerja sama, Jadi pihak peserta itu diharapakan rutin 
membayar iuran, jadi kalau bagaimana menghimpun ya kita berupaya bekerja 
sama dengan chanel-chanel pembayaran yang ada untuk memudahkan peserta 
melakukan pembayaran iuran, chanelnya seperti indomaret, alfamart, BNI, PT 
Pos, jadi banyak.”84 
BPJS berusaha untuk memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran, 
tujuannya agar dana dapat terhimpun sesuai yang diharapakan. Adapun untuk 
kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran maka sesuai pasal 18 PERPRES nomor 
111 tahun 2013 mengatakan bahwa pihak BPJS akan melakukan penghitungan sesuai 
gaji atau upah dan menyampaikannya secara tertulis kepada pemberi kerja atau 





peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya iuran. 
Kemudian kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran tersebut akan diperhitungkan 
pada pembayaran bulan berikutnya. 
Setelah peserta telah membayar iuran dan tidak melakukan penunggakan, atau 
setelah peserta memiliki kartu BPJS yang terdaftar aktif maka peserta secara otomatis 
telah memiliki hak untuk mendapatkan layanan baik di tingkat pertama dilokasi 
pelayanan yang telah ditunjuk sesuai kemauan peserta maupun rujukan tingkat 
lanjutan ke rumah sakit dengan menunjukkan surat rujukan. 
“Mereka (peserta) berhak mendapatkan informasi, berhak memilih tempat 
pelayanan tingkat pertama maupun rujukan dengan menunjukkan kartu peserta 
dan surat rujukan.”85 
Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan 
sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pasal 22 PERPRES Nomor 111 tahun 
2013 tentang jaminan kesehatan yaitu meliputi : 
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, terdiri atas pelayanan kesehatan non 
spesialistik yang mencakup:  
1) Administrasi pelayanan;  
2) Pelayanan promotif dan preventif;  
3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  
4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;  
5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  





6) Transfuse darah sesuai dengan kebutuhan medis;  
7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan  
8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.  
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang 
mencakup:  
1) Administrasi pelayanan;  
2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis 
dan subspesialis; 
3) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan 
indikasi medis;  
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
5) Pelayana  penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;  
6) Rehabilitasi medis;  
7) Pelayanan darah;  
8) Pelayanan kedokteran forensik klinik;  
9) Pelayanan  jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;  
10) Perawatan  inap non intensif; dan  
11) Perawatan inap di ruang intensif. 
Layanan yang didapatkan peserta bersifat tidak terbatas, yang artinya peserta 
akan terus mendapatkan jaminan kesehatan hingga tidak dibutuhkan lagi (sembuh 
atau meninggal dunia). Selain itu jenis penyakit yang diderita tidak dibatasi, artinya 
semua jenis penyakit yang terdaftar akan dilayani lewat jaminan BPJS.  
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“Kalau jenis penyakit seluruh penyakit yang terdiagnosa di Indonesia itu kita 
(BPJS) jamin, selama peserta mengikuti prosedurnya yaa. saat ini pun seperti 
kasus-kasus ringan itu sampai operasi yang berat jantung, cuci darah misalnya 
itu dijamin, dalam artian kita mengcover seluruh jenis penyakit yang 
ada…..kalau perolehan waktu atau limitasi atau besaran layanan kita tidak ada 
batas, dalam artian begini kita sifatnya dalam menghadapi klaim itu unlimited, 
tidak dibatasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi dengan iuran yang dibayarkan 
peserta Rp25.500,- kalau kebetulan dia mau operasi jantung, ya tetap ada 
operasi jantung…tidak dibatasi mau berapa lama dirawat, mau berapa hari di ini 
mau sakitnya apa selama peserta rutin membayar iuran kita akan menjamin.”86 
 
Selain mendapatkan pelayanan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan, 
peserta juga berhak memperoleh alat kesehatan. Adapun obat-obatan, alat medis 
habis pakai, dan alat kesehatan yang dijamin berdasarkan pasal 32  PERPRES Nomor 
111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan bahwa Pelayanan obat, alat kesehatan, 
dan bahan medis berpedoman pada daftar dan harga obat, alat kesehatan, dan bahan 
medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. Artinya jaminan obat, alat 
kesehatan, dan alat medis sekali pakai yang ditanggung hanya ada dalam daftar 
tanggungan, tidak semua obat, alat kesehatan, dan alat medis sekali pakai itu dijamin 
oleh BPJS. Adapun untuk peserta yang di daerahnya belum terdapat fasilitas 
kesehatan yang menunjang kebutuhan sejumlah peserta, maka BPJS wajib 
memberikan kompensasi. Kompensasi sebagaimana dimaksud berdasarkan pasal 32 
ayat 2  PERPRES nomor 111 tahun 2013 berupa penggantian uang tunai; pengiriman 
tenaga kesehatan; atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. 





Pelayan kesehatan BPJS terhadap peserta dapat tidak dijamin apabila diluar dari 
ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 PERPRES Nomor 
111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, yang mencakup : 
a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur 
dalam peraturan yang berlaku;  
b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; 
c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja 
terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;  
d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu 
lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan 
kecelakaan lalu lintas;  
e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;  
f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;  
g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;  
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);  
i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;  
j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan 
hobi yang membahayakan diri sendiri;  
k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,  shin 
she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi 
kesehatan (health technology assessment);  
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l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan 
(eksperimen);  
m. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; 
n. Perbekalan kesehatan rumah tangga;  
o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar 
biasa/wabah;  
p. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah 
(preventable adverse events); dan  
q. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan 
Kesehatan yang diberikan. 
Layanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjutan dapat 
dinikmati seluruh peserta  yang terdaftar aktif dengan layanan yang bersifat sama. 
Adapun tujuan pembedaan golongan dan besar iuran yang dibayar agar peserta dalam 
memilih kategori sesuai kemampuan dan memperoleh akomodasi yang diinginkan. 
“Pemerintah kan melihat sesuai kemampuan ekonomi masyarakat, kalau semua 
mau dipaksakan di kelas I dengan iuran Rp59.500,- per orang maka tidak 
mungkin semua masyarakat mandiri bisa, makanya kita memberikan pilihan 
kategori….kalau sisi pelayanannya sama semua, Cuma yang beda tempat 
tidurnya. Jadi bedakan akomodasinya, tempat tidurnya, dengan pelayanan.”87    
Bentuk akomodasi yang didapatkan peserta sebagaimana yang disebutkan di 
atas terbagi berdasarkan kategori peserta yang diatur dalam pasal 23 PERPRES 
Nomor 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan yang dikelompokkan kedalam tiga 
kelas ruang perawatan. Ketiga kelas tersebut dapat dilihat lewat tabel berikut: 
                                                          
87
Hasil wawancara.  
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Tabel 1.2. Kategori Akomodasi Pelayanan BPJS Kesehatan. 
Ruang Perawatan Kelas III Ruang Perawatan Kelas II Ruang Perawatan Kelas I 
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
serta penduduk yang didaftarkan 
oleh Pemerintah Daerah; dan  
b. Peserta Pekerja Bukan Penerima 
Upah dan Peserta bukan Pekerja 
yang membayar iuran untuk 
Manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas III. 
a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima 
pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan 
ruang I dan golongan ruang II beserta 
anggota keluarganya; 
b. Anggota TNI dan penerima pensiun 
Anggota TNI yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang I dan 
golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya;  
c. Anggota Polri dan penerima pensiun 
Anggota Polri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang I dan 
golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya 
d. Peserta Pekerja Penerima Upah dan 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri dengan Gaji atau Upah sampai 
dengan 1,5 (satu koma lima) kali 
penghasilan tidak kena pajak dengan 
status kawin dengan 1 (satu) anak, 
beserta anggota keluarganya; dan  
e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 
dan Peserta bukan Pekerja yang 
membayar iuran untuk Manfaat 
pelayanan di ruang perawatan kelas II. 
a. Pejabat Negara dan anggota 
keluarganya; 
b. Pegawai Negeri Sipil dan penerima 
pensiun pegawai negeri sipil 
golongan ruang III dan golongan 
ruang IV beserta anggota 
keluarganya; 
c. Anggota TNI dan penerima pensiun 
Anggota TNI yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang III dan 
golongan ruang IV beserta anggota 
keluarganya;  
d. Anggota Polri dan penerima pensiun 
Anggota Polri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang III dan 
golongan ruang IV beserta anggota 
keluarganya;  
e. Veteran dan Perintis Kemerdekaan 
beserta anggota keluarganya; 
f. janda, duda, atau anak yatim piatu 
dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan;  
g. Peserta Pekerja Penerima Upah dan 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri dengan Gaji atau Upah di atas 
1,5 (satu koma lima) sampai dengan 
2 (dua) kali penghasilan tidak kena 
pajak dengan status kawin dengan 
1(satu) anak, beserta anggota 
keluarganya; dan 
h. Peserta Pekerja Bukan Penerima 
Upah dan Peserta bukan Pekerja yang 
membayar iuran untuk Manfaat 
pelayanan di ruang perawatan kelas I. 
Dari pemberian layanan yang tergambarkan di atas dapat dipahami bahwa 
kesepakatan yang terjadi antara pihak BPJS dan peserta adalah kesepakatan 
pembiayaan kesehatan dimana pihak peserta membayar iuran kepada BPJS setiap 
bulannya, atau dapat dikatakan pihak BPJS menghimpun dana iuran dari peserta 
maupun yang menanggung iuran peserta kemudian membayarkannya kepada pihak 
pemberi layanan yang telah bekerjasama dengan BPJS. Alur kesepakatan ini dapat 
dijelaskan melalui gambar berikut:  
68 
 
Gambar 1.4. Alur Jaminan Kesehatan BPJS. 
 
Jaminan yang diberikan BPJS kesehatan kepada peserta hanya berupa 
pembiayaan kesehatan, sehingga BPJS harus bergandengan dengan pihak pemberi 
layanan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta. ini 
disebabkan BPJS tidak bertujuan untuk membangun fasilitas kesehatan sendiri, BPJS 
bertugas menghimpun dana iuran dan mengelolanya kemudian membayarkan tagihan 
biaya layanan kesehatan peserta kepada pihak pemberi layanan kesehatan yang 
bersangkutan. 
“Jadi iuran yang dibayar peserta kita (BPJS) himpun jadi satu, kemudian 
fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah melayani peserta yang melakukan 
penagihan kepada kita, dan kita bayarkan dari dana itu..jadi biayanya itu pihak 
pelayanan yang menagih kepada kita, kita tidak memberikan biaya kepada 
peserta...kita memang tidak membangun fasilitas kesehatan, karena kita fokus 
terhadap pembiayaan kesehatan.”88 
Pengalokasian dana iuran yang sudah terhimpun berdasarkan pasal 43 ayat 2 
UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS diperuntukkan untuk pembiayaan jaminan 
kesehatan , biaya operasional penyelenggara jaminan sosial, dan investasi dengan 













tujuan untuk pengembangan dana sosial. Menurut pasal 40  UU nomor 24 tahun 2011 
tentang BPJS menjelaskan bahwa BPJS memisahkan antara aset BPJS dan aset 
jaminan sosial. Tujuan pemisahan tersebut agar aset jaminan sosial beserta hasil 
pengembangannya yang bersumber dari iuran memang hanya untuk jaminan sosial 
sebagai dana amanah. 
“Kalau dari undang-undangnya dana itu (iuran) adalah amanah, dalam artian 
iuran itu yang dibayarkan peserta memang untuk layanan peserta. kita (BPJS) 
tidak boleh menggunakan untuk kepentingan lain. Pemerintah gak boleh 
menggunakan itu untuk bayar utang negara, karena memang maknanya iuran 
itu untuk jaminan kesehatan bukan kepentingan lain.”89 
Iuran yang dikumpulkan dari peserta dikelola BPJS dengan 
mengembangkannya melalui investasi jangka  pendek dan jangka panjang dengan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan 
hasil yang memadai, hal ini sesuai pasal 11 ayat b UU nomor 24 tahun 2011 tentang 
BPJS. tujuan pengembangan dana tersebut agar menambah daya pemberian 
pembiayaan kepada peserta yang terdaftar. Sehingga pada dasarnya pembiayaan 
jaminan kesehatan yang diberikan BPJS hanya merupakan dana masyarakat itu 
sendiri yang dikembalikkan kepada peserta dalam bentuk jaminan kesehatan. 
“Karena memang prinsipnya adalah gotong royong yaa, istilahnya dari peserta 
ke peserta lagi.”90 
 
Asas gotong royong yang diemban BPJS menandakan bahwa pesertalah yang 
bersama-sama membiayai dirinya sendiri. Adapun tugas pemerintah ikut memberikan 







bantuan bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran dan membuat regulasi-
regulasi mengenai pengelolaan BPJS demi kepentingan masyarakat. 
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan BPJS Kesehatan  
1. Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Islam 
Jaminan sosial diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah 
bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum muslimin antara satu dengan 
yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Islam mewajibkan negara 
untuk menjamin kehidupan setiap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan 
akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat, menyediakan 
lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesempatan untuk ikut berperan dalam 
berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan 
kepada mereka. Sehingga, mereka bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan, kemudian meningkat kepada 
kebutuhan- kebutuhan yang bersifat pelengkap (tersier) sesuai dengan tingkat 
kemampuan yang dimiliki.91 
Tanggung jawab negara dalam Islam terhadap jaminan kepada rakyatnya 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemimpin negara berkewajiban menjaga 
kesejahteraan rakyatnya, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadist Nabi Saw. 
dari ibn umar ra. Bahwa nabi Saw. bersabda yang artinya: 
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Wahbah al-Zuhaili.al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.(Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 
7(Jakarta:Darul Fikir & Gema Insani, 2007). Hlm.53. 
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Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban 
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga 
yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya 
akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang 
pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik 
majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian 
pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang 
dipimpinnya.92 
Pada dasarnya, hadist di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam 
islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 
adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai 
pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, 
sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab negara atau pemimpin 
dapat tercermin lewat apa yang dicontohkan sahabat Umar bin katthab ra. Dalam 
buku fiqih ekonomi umar banyak uraian sikap dan tanggung jawab negara Islam 
dalam merealisasikan jaminan kepada masyarakat, seperti berikut93 : 
a. Diriwayatkan bahwa seorang arab badui datang kepada Umar bin khattab lalu 
membacakan syair yang berisikan musim paceklik dan kebutuhan, lalu Umar 
meletakkan tangannya dikepalanya dan berkata “wahai umar!wahai Umar! 
Tahukah kalian apa yang dia katakan? Ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, 
sementara putra umar kenyang dan segar dan kaum muslimin dalam keadaan 
kesulitan”. Kemudian dia  memerintahkan dua orang ansar dengan membawa 
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HR al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy,IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, Shahîh  Muslim, 
VI/7, hadits no. 4828. 
93
Jaribah al-Harist.al-Fiqh al-Iqtisadi li Amir al-Mukminin Umar Ibn al-Khattab (Fikih 
Ekonomi Umar bin al-Khathab). Alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakkhasary. (Jakarta : 
Khalifa{Pustaka al-Kautsar Grup},2010). Hlm.291.  
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banyak unta yang penuh dengan muatan gandum dan kurma, lalu keduanya 
masuk ke Yaman dan membagikan apa yang mereka  bawa. 
b. Umar berkata,”Demi Allah,sungguh jika masih hidup, niscaya akan datang 
kepada pengembala di gunung bagian dari harta ini, dan ia mengembala 
ditempatnya”. Dan beliau menyampaikan pembicaraan kepada asistennya, 
Hunay, dalam menjelaskan tanggung jawab beliau kepada orang-orang miskin. 
Dalam buku Tarikh al-Islam al-Siyasi (sejarah dan kebudayaan Islam) oleh 
Hasan Ibrahim hasan, diceritakan bahwa Umar telah memberikan sesuatu dari 
baitulmal untuk membantu kaum yang terserang lepra di jalan menuju syam, ketika 
beliau melewati daerah tersebut. Hal yang sama juga pernah dilakukan para khalifah 
dan wali-wali. Bahkan kahlifah Walid bin Abdul Malik secara khusus memberikan 
bantuan kepada orang yang terkena penyakit Lepra.94 
Dalam islam jaminan kesehatan kepada masyarakat bukan hanya tugas dari 
negara, setiap individu memiliki kewajiban atas orang lain. Hubungan yang dijalin 
dalam bermasyarakat adalah ikatan yang penuh kasih sayang, saling membantu 
dimana pergaulan diibaratkan hubungan antara anggota badan. Sebagaimana dalam 
hadist nabi Saw diriwayatkan oleh Bukhari. dari An-Nu’man bin Basyir berkata, 
bahwa Nabi Saw. bersabda yang artinya : 
Anda akan melihat  kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta-menyintai, 
pergaulan mereka bagaikan satu badan, jika satu anggotanya sakit, maka 
                                                          
94
Al-Badri, Abdul Azis.al-Islam Damin li al-Hajjat al-Asasiyyah likulli Fard wa Yu’mal li 
Rafahiyatihi.(Beirut:Dar al-Nahdah al-Islamiyyah,1408 H). hlm.30. 
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menjalarlah kepada lain-lain anggotala lainnya sehingga badannya terasa panas 
dan tidak dapat tidur.95 
Dalam hadist lain dinyatakan bahwa hubungan antara seorang mukmin dengan 
mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Bangunan tidak 
akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada atau rusak. Jaminan kesehatan 
diantara sesama hanyalah merupakan salah satu perintah dalam Islam untuk saling 
menolong. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan saling membantu sebagai  
pangkal kekuatan dalam bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-
Maidah, 5: 2. 
                        
       
Terjemahnya: 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.96 
Ayat di atas mengajarkan umat Islam untuk saling menolong diantara sesama 
dalam hal kebaikan. Menjaga dan membantu kesehatan sesama adalah kebaikan yang 
tidak dapat dipungkiri, sebab membantu kesehatan seseorang bukan hanya 
melindungi tubuhnya melainkan membantu orang tersebut dalam hidupnya. Dengan 
tubuh yang sehat seseorang dapat beraktivitas untuk menunjang kehidupannya, 
sehingga saling menjamin dalam Islam dengan niat untuk menolong akan 
                                                          
95Syafe’I, Rachmat. Al-Hadis (Aqidah,Akhlak, Sosial, dan Hukum).(Bandung:Pustaka 
Setia,2000). Hlm.199. 
96
Departemen Agama RI,2005. 
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mendatangkan rahmat Allah Swt. Sebagaimana dalam hadist Nabi Saw. bersabda 
yang artinya : 
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 
saudaranya.97 
Hadits di atas menjelaskan salah satu sifat Allah ta’ala adalah Penolong, yakni 
menolong para hamba-Nya yang berhak dan membutuhkan pertolongannya, baik di 
dunia, alam barzakh ataupun kelak pada hari kiamat disebabkan kebaikan yang 
pernah dilakukannya kepada sesama umat manusia. 
Selain itu kita diperintahkan Allah Swt. untuk mempersiapkan diri dalam 
menghadapi kemungkinan resiko dimasa mendatang. karena itu  sebagian dari kita 
dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Firman Allah dalam QS. 
al-Hasyr,59:18. 
                        
      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan98. 
 
Ayat di atas adalah perintah untuk mempersiapkan bekal amal sholeh sebagai 
penolong di alam akhirat kelak, dengan senantiasa mengevaluasi diri terhadap 
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HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 
dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. 
98 Departemen Agama RI.,2005. 
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amalan-amalan yang telah diperbuatnya. Namun secara tersirat dalam ayat tersebut 
mengajarkan umat manusia untuk memikirkan nasibnya di keesokan hari dengan 
berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi. Untuk itu bentuk jaminan kesehatan 
yang ada merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi resiko kesehatan yang 
mungkin diderita.  
2. Analisis Akad Yang Digunakan Dalam BPJS Kesehatan  
Islam merupakan agama yang memilih ajaran yang selalu relevan dengan 
perkembangan zaman sehingga para ahli hukum Islam mencoba, menganalisis dari 
teori dan sumber-sumber buku Islam. Sebagaimana dalam kaidah muamalah adalah : 
ﺎﮭﻤﯾ ﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟ د ل ﺪﯾ نا ﻻا ﺔﺣ ﺎﺑ ءﻻا ﺔﻠﻣ ﺎﻌﻤﻟا ﻰﻓ ﻞﺻ ْﻻا 
Artinya :  
Bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
sampai ada dalil yang mengharamkannya.99 
Berdasarkan asas ibahah tersebut, siapa saja boleh dan bebas membuat akad 
jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang sudah ada dan memasukkan 
klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil 
atau tidak bertentangan dengan asas yang lain, upaya ini dilakukan sebagai bagian 
dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah. BPJS 
merupakan salah satu bentuk akad yang baru atau modern dalam masalah muamalah. 
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Secara garis besar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kesepakatan yang terjadi 
dalam BPJS dapat dibagi menjadi tiga. Yaitu : 
a. PBI (Peserta Bantuan Iuran), Pada akad ini negara dengan tanggung jawabnya 
menanggung beban iuran kepada peserta yang tidak mampu sebagaimana yang 
dijelaskan sebelumnya sehingga ini bersifat murni gratis dengan subsidi dari 
pemerintah bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yg tidak 
mampu. 
b. Non PBI diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI/ABRI, organisasi, lembaga dan 
perusahaan. Dana ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga 
sebagiannya  ditanggung peserta. pada akad ini peserta hanya menanggung 
sebagian dari beban iuran yang diwajibkan yang dipotong langsung dari gaji atau 
upah, sisanya menjadi tanggungan si pemberi kerja sebagai bentuk dana bantuan. 
c. Mandiri, Bersifat premi iuran dengan tiga kategori kelas sebagaimana telah 
disebutkan Jika terjadi keterlambatan menyetor iuran maka terkena denda. Dalam 
akad ini sepenuhnya beban iuran ditanggung oleh peserta dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Dari ketiga akad diatas walaupun memiliki perbedaan pada jenis iuran dan 
tanggungan, namun memiliki kesamaan tujuan yakni iuran yang dikumpulkan 
dikelola untuk menanggung dan membiayai peserta yang menderita gangguan 
kesehatan, dimana dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah akad tabarru. Dengan 
prinsip memisahkan aset dan menjadikan dana iuran sebagai dana amanah kemudian 
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diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat atau peserta membuktikan bahwa 
perjanjian yang terjadi dalam BPJS adalah akad tolong menolong atau tabarru’.  
Ketentuan lain yang telah disebutkan bahwa dana iuran yang terkumpul 
kemudian dikembangkan merupakan dana milik peserta, BPJS hanya merupakan 
badan yang ditunjuk negara untuk mengelola dana tersebut. Dengan melihat asas 
tersebut dapat dipahami bahwa akad pada BPJS mempunyai kesamaan dengan 
asuransi syariah, sebagaimana dijelaskan Dr. Husain Husain Syahatah dalam bukunya 
Asuransi dalam perspektif syariah. 
“Sistem asuransi kesehatan secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama 
diantara sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan 
profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan 
untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan 
prinsip tertentu. Uang yang dibayarkan (premi) merupakan saham solidaritas 
(Musahamah Ta’awuniyah) dari si peserta untuk peserta lain jika Allah 
berkenan menyembuhkannya.”100 
 
Dengan pola iuran yang wajib disetorkan peserta setiap bulannya lalu pihak 
BPJS akan memberikan pembiayaan kesehatan kepada peserta menandakan bahwa 
sejatinya diantara peserta terjadi ikatan saling menanggung, dimana sesama 
pesertalah yang menjamin resiko kesehatan peserta lainnya. Adapun tugas BPJS 
hanya merupakan pengelola (mudharib), sedangkan peserta berperan sebagai pemilik 
dana (Shohibul maa). Sehingga pada dasarnya akad yang terjadi antara peserta dan 
BPJS adalah akad mudharabah, atau dikenal dengan kerja sama bagi hasil. Akan 
tetapi yang membedakan pada akad mudharabah yang terjadi pada BPJS adalah 
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tujuan akad tersebut, dimana biasanya akad mudharabah bertujuan untuk komersil 
sedangkan dalam akad BPJS ini tujuannya adalah sosial dimana pada dana iuran dan 
hasil pengembangannya disisihkan untuk biaya operasional untuk BPJS. 
Peserta BPJS adalah pihak yang berbagi resiko dan mempunyai hak untuk 
menerima pembiayaan kesehatan dari BPJS sebagai ganti rugi. Fakta ini 
menunjukkan bahwa yang terjadi pada BPJS adalah risk sharing. Yaitu membagi 
resiko agar ditanggung bersama-sama diantara sesama peserta dan negara pun ikut 
andil dengan memberikan bantuan iuran. Sehingga BPJS hanya mendapatkan fee baik 
dari iuran peserta maupun sebagai tugas dari negara, sedangkan dana yang ada 
sepenuhnya milik peserta sehingga akad pada pengelolaan BPJS dalam ekonomi 
islam dapat dikenal dengan  istilah bila dilihat dari konsekuensinya yaitu akad 
mudharabah at-ta’awuniyah, yakni akad kerja sama saling menanggung atau 
menjamin resiko dengan asas tolong-menolong dan gotong royong. 
3. Tinjaun Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Asas yang diterapkan dalam BPJS adalah usaha saling melindungi dan tolong 
menolong diantara sejumlah peserta melalui iuran wajib baik yang ditanggung peserta 
maupun negara, dan Mengingat kepemilikan pada dana iuran adalah sepenuhnya 
milik peserta yang dianggap sebagai dana amanah menjadikan BPJS sebagai bentuk 
asuransi yang bersifat koperatif atau dikenal dengan asuransi syariah yang dibolehkan 
atau hukumnya halal101.  
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Kemiripan BPJS dengan asuransi syariah adalah pada motivasi atau tujuannya, 
yaitu saling tolong menolong, walaupun setiap peserta berhak meminta klaim dimana 
sejatinya pada akad tolong menolong dana yang diberikan adalah cuma-cuma dan 
tidak boleh meminta imbalan. Akan tetapi melihat bahwa ada peranan negara 
didalamnya, sehingga untung rugi menjadi tanggungan negara menyebabkan klaim 
atau pembiayaan kesehatan yang diberikan menjadi boleh sebagai bentuk dana 
bantuan. Lebih jelasnya persamaan BPJS kesehatan dan asuransi syariah dapat dilihat 
dari perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dikemukakan oleh 
warkum sumitro, yaitu102 : 
a. Unsur ketidakpastian (gharar). Dalam asuransi konvensional menggunakan akad 
taabuddi atau pertukaran, yaitu premi yang dibayar peserta dengan 
pertanggungan yang mengandung ketidakpastian karena nasabah mengetahui 
besar jumlah premi tetapi tidak mengetahui secara pasti jumlah pertanggungan 
yang didapatkan. Sedangkan dalam asuransi syariah kontraknya didasarkan pada 
akad takaful atau tolong menolong dan saling menjamin satu sama lain atau 
bersifat sedekah. 
b. Unsur gambling atau judi (maysir). Dalam asuransi konvensional salah satu 
pihak pasti mengalami keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Misalnya 
bila pemegang polis sampai akhir kontrak tidak mengalami klaim, maka otomatis 
dana premi yang selama ini dibayarkan akan hangus dan menjadi milik asuransi, 
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sebaliknya bila pihak pemegang polis memberikan klaim di awal terjadinya 
kontrak, maka pihak asuransi akan menanggung klaim yang jumlahnya jauh lebih 
besar dari premi yang dibayarkan. Sedangkan dalam asuransi syariah setiap 
peserta mempunyai hak untuk mendapatkan klaim bila menderita resiko. 
c. Unsur komersil. Dalam asuransi konvensional unsur komersil adalah tujuan 
utama dan paling menonjol. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur tolong 
menolong sebagai landasan utama. 
Dari ketiga kriteria di atas, BPJS kesehatan lebih condong kemiripannya 
dengan asuransi syariah. Selain itu prinsip-prinsip BPJS yang berdasarkan gotong 
royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan 
wajib, dana amanat, hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta, 
menunjukkan itikad baik dari penyelenggaraan BPJS ini. Gotong royong (ta’awun) 
dan nirlaba (tabarru) merupakan skema yang juga merupakan diterapkan dalam 
asuransi syariah, namun bukan berarti BPJS ini sudah bisa dikategorikan syar’i 
mengingat juga terdapat beberapa ketimpangan yang ada pada BPJS, diantara 
ketimpangan-ketimpangan tersebut adalah : 
a. Pengenaan Denda Keterlambatan 
Adanya pemberlakuan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2% dari 
jumlah tunggakan adalah salah satu bentuk praktek riba yang diharamkan dalam 
Islam. Denda seperti ini sama halnya dengan jenis riba yang pernah dilakukan oleh 
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orang-orang jahiliyah dahulu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. Dalam QS. 
Ali Imron,3:130. 
                  
    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda103 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.104 
Al-Mujahid berkata dalam bukunya al Jami’ li Ahkamil Qur’an mengenai ayat 
di atas, yang dikutip oleh arifin bin badri : 
“Dahulu orang-orang jahiliyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang 
dan telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya, ia berkata ‘engkau akan 
aku berikan demikian dan demikian, dengan syarat engkau menunda 
tagihanmu. Maka pemeberi piutangpun menunda tagihannya”.105 
Riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh Rasululah Saw. dari khutbah beliau di 
padang arafah, ketika beliau menunaikan haji wada’: 
Artinya: 
Dan riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba 
kami (kabilah kami), yaitu riba Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya 
ribanya dihapuskan semua.106 
Sebagaimana diketahui bahwa akad dalam utang piutang merupakan akad yang 
bersifat tolong menolong sehingga dilarang didalamnya penambahan nilai. Begitupun 
yang terjadi dalam BPJS, bahwa yang iuran yang dibayarkan adalah bentuk akad 
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sosial yang tidak dibenarkan untuk memberikan denda sebab bisa saja peserta yang 
bersangkutan tidak sempat membayar atau lupa atas kelalaian. Adapun bila peserta 
dengan sengaja tidak membayar iuran maka dalam sisi lain pembayaran iuran 
merupakan kewajiban akad, dalam Islam pun seseorang dituntut untuk memenuhi 
akad yang telah disepakati sebagai janji. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt 
QS.Al-Maidah,5:1. 
         ……  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu107.108  
 
Ayat di atas menjadi pedoman bagi umat islam atas kewajibannya memenuhi 
akad atau perjanjian yang telah dibuat, selama akad tersebut dihalalkan oleh Allah 
Swt., sehingga pada dasarnya BPJS boleh saja menuntut peserta untuk segera 
melunasi iuran dan tunggakannya disebabkan adanya kewajiban pada akad yang telah 
disepakati, namun BPJS tidak dibenarkan untuk memberikan denda sebagai sanksi. 
BPJS dapat membuat aturan baru demi mendorong para peserta untuk tidak 
menunggak namun tentunya dengan cara-cara yang dibolehkan syariat. 
b. Penempatan Investasi Dana 
BPJS sesuai undang-undang memiliki kewenangan untuk menempatkan dana 
jaminan sosial untuk investasi. Dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk 
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deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan 
penyertaan langsung dengan memperhatikan aspek liquiditas. Niat BPJS untuk 
mengembangkan dana jaminan sosial demi memberikan manfaat kepada peserta 
adalah baik, namun yang perlu diperhatikan adalah tempat penempatan investasi dana 
tersebut. Dalam manajemen investasi menurut islam dana yang ingin diinvestasikan 
tidak sembarang tempat, melainkan perlu memperhatikan sisi syariahnya. 
Pada kenyataannya BPJS dalam menginvestasikan dana jaminan sosial 
menempatkannya pada bank kustodian yang merupakan bank konvensional dengan 
menggunakan sistem bunga. Dimana sudah diketahui bahwa bunga yang ada pada 
perbankan kovensional hukumnya haram, dengan menempatkan dana jaminan sosial 
pada bank konvensional secara tidak langsung telah ikut dalam sistem riba yang 
diharamkan syariat. Firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Maidah,5:2 
                    
Terjemahnya: 
Dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.109 
Ayat di atas menegaskan untuk tidak menolong dalam berbuat keburukan, 
dengan menginvestasikan dana jaminan sosial pada tempat-tempat yang bergerak 
dibidang yang menyalahi syariat maka sama saja telah membantu berkembangnya 
praktek-praktek yang haram. Walaupun penempatan investasi tersebut memberikan 
keuntungan dengan berkembangnya dana jaminan sosial tersebut namun pada 
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dasarnya sesuatu yang diawali dari keburukan tentunya akan melahirkan keburukan 
juga. 
c. Niat Peserta 
Telah diketahui bahwa asas yang digunakan dalam asuransi adalah gotong 
royong, dimana para peserta saling menanggung resiko kesehatan yang terjadi 
diantara mereka dengan iuran yang dibayarkan, dengan demikian iuran yang 
dibayarkan dianggap dana sosial (tabarru). Namun perlu diketahui bahwa sejatinya 
tidak semua peserta dengan sadar ketika membayar iuran berniat untuk membantu 
orang lain, bahkan cenderung demi kepentingan diri sendiri, agar jika sakit, ia 
 mendapatkan  pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan sistem 
tersebut, tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, justru pada 
kenyataannya banyak orang kaya yang  terbantu biaya pengobatannya dari iuran 
orang miskin yang tidak sakit. 
Adanya niat seperti itu boleh-boleh saja dalam akad gotong royong seperti 
BPJS ini, namun untuk lebih memurnikan asas tolong menolong hendaknya niat 
peserta perlu diluruskan dalam membayar iuran agar kelak peserta dengan sadar 
untuk membayar iuran tepat waktu dan mengetahui konsekuensi dari akad yang ia 
jalin bersama BPJS. Niat mempunyai posisi yang kuat dalam akad, sebagaimana 
hadist nabi Saw. dari sahabat umar bin khattab ra. 
 ُﺗَﺮْﺠَِﮭﻓ ِِﮫﻟﻮُﺳَرَو ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ ُُﮫﺗَﺮْﺠِھ َْﺖﻧﺎَﻛ ْﻦََﻤﻓ ىََﻮﻧ ﺎَﻣ ٍئِﺮْﻣا ﱢﻞُِﻜﻟَو ِﺔﱠﯿﱢﻨﻟِﺎﺑ ُلﺎَﻤَْﻋْﻷا ﺎَﻤﱠِﻧإ ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ ُﮫ





Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. 
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia 
atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana 
ia hijrah.110 
Pada hadist di atas Rasulullah Saw. menjelaskan betapa pentingnya niat itu 
dalam suatu amalan, niat adalah tolok ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya 
tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. 
Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting. Pada pelaksanaan BPJS 
peserta tidak begitu sadar dengan niat yang benar bahwa akad yang dijalankan adalah 
tolong menolong, sehingga banyak peserta yang berpikir bahwa iuran yang 
dibayarkan adalah tabungan baginya sendiri untuk menghadapi resiko kesehatan 
dimasa mendatang.  
 
                                                          








Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan analisis, maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa : 
1. BPJS kesehatan cabang Makassar dalam pengelolaannya telah sesuai dengan 
apa yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan menggunakan asas gotong royong, 
pemisahan aset serta dana sosial diperuntukkan semata-mata untuk peserta 
menjadikan skema pengelolaan BPJS kesehatan memiliki kesamaan dengan 
asuransi syariah. 
2. Sejatinya BPJS kesehatan dalam pengelolaannya dengan asas gotong royong 
tergolong kedalam skema yang dibolehkan syariat yakni akad tabarru, 
sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari 
pemerintah terhadap rakyatnya, hanya saja karena ada beberapa hal yang 
mengandung unsur riba yang diharamkan. Unsur inilah yang pada akhirnya 
dipermasalahkan dan menjadikan BPJS sebagai syubhat. Namun melihat 
adanya ketentuan wajibnya setiap warga Indonesia untuk menjadi peserta 
BPJS kesehatan dengan visi paling lambat awal tahun 2019, maka menjadi 
peserta BPJS adalah boleh walaupun masih mengandung unsur riba dengan 





Jaminan kesehatan termasuk kepada salah satu bagian dari maqhasid syariah, 
yaitu melindungi jiwa yang disebut oleh para ulama dengan istilah hifz al-nafs, 
sehingga dalam hal ini ada beberapa saran penulis dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Konsep pengelolaan dalam BPJS kesehatan perlu ditinjau kembali oleh 
pemerintah selaku pengambil kebijakan agar memiliki kesesuaian dengan 
prinsip syariah. 
2. BPJS kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan jaminan yang 
diberikan kepada peserta sebagai hak mereka, termasuk didalamnya 
memberikan penjelasan mengenai informasi terkait program-program BPJS, 
hak dan kewajiban BPJS dan peserta, serta alur jaminan yang diberikan agar 
tidak terjadi kesalah pahaman. 
3. Terlepas adanya pro kontra atas kebijakan BPJS kesehatan, perlu ditelisik 
seberapa besar manfaat dan kerugian dari BPJS ini. Proses penggodokan UU 
sejak 2004 hingga terimplementasi sepuluh tahun kemudian bukan tanpa 
pertimbangan. Cita-cita besar meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia 
adalah tujuan utama dari kebijakan ini, namun tersandung beberapa teknis 
yang akhirnya menyelipkan keraguan. Opsi BPJS Syariah masih ada di 
depan mata. Pilihan-pilihan untuk mengonsumsi produk halal masih bisa 
diusahakan. Masyarakat perlu selektif dan cerdas dalam hal menerima 
kebijakan dari pemerintah. Jika skema ini berlaku di Indonesia, maka ini 
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 Panduan Wawancara 
Informan  :  
Jabatan  :  
Umur   : 
Jenis Kelamin : 
  
A. Gambaran umum BPJS Kesehatan Makassar 
1. Bagaimanakah Sejarah terbentuknya BPJS kesehatan Makassar? 
2. Apa visi misi dari BPJS kesehatan Makassar? 
3. Dasar hukum BPJS kesehatan Makassar? 
4. Struktur organisasi dari BPJS kesehatan Makassar? 
5. Seperti apa tugas dan kewajiban dari BPJS kesehatan Makassar? 
6. Sampai saat ini berapa banyak peserta yang ditangani? 
 
B. Pengelolaan BPJS Kesehatan Makassar 
1. Dari mana saja asal dana yang dikelola BPJS kesehatan? Apakah murni dari 
peserta atau ada anggaran Negara yang dikhususkan untuk BPJS? 
2. Seperti apa cara BPJS kesehatan Makassar menghimpun dana? 
3. Bagaimanakah kesepakatan yang dilakukan antara BPJS dan peserta? 
4. Apa saja hak dan kewajiban dari BPJS maupun peserta ? 
5. Besaran iuran yang harus dibayar peserta? 
6. Bagaimanakah cara peserta melakukan pembayaran iuran? 
7. Sampai kapankah peserta harus membayar iuran? 
8. Bagaimana bila peserta menunggak  pembayaran? 
9. Sanksi seperti apa saja yang akan diberikan ? 
10. Seperti apa kategori-kategori peserta? 
11. Apa tujuan dari penggolongan peserta BPJS kesehatan? 
12. Seperti apa saja bentuk alokasi dana yang sudah terhimpun? 
13. Layanan apa saja yang didapatkan peserta BPJS kesehatan? 
14. Adakah pembagian jenis-jenis penyakit apa saja yang dilayani? 
 
 
15. Adakah ketentuan besar perolehan layanan atau lama waktu pelayanan yang 
didapatkan peserta? 
16. Adakah proses yang harus dijalani peserta untuk memperoleh layanan BPJS 
kesehatan?apakah ketika menderita gangguan kesehatan otomatis langsung 
memperoleh layanan ataukah ada proses yang harus dijalani? 
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